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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  18/G/2009 /  PTUN-BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Bengku lu  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  

pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  b iasa ,  te l ah  

menja tuhkan  Putusan  sebaga i  ber i ku t ,  da lam  perka ra  

anta ra  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RADEN GUNAWAN, ST,  MT.  Kewarganegaraan  Indones ia ,  tempat  

t i ngga l  J l .  Gajah  Mada  I I I  gang  Redho  I I  

Kelu rahan  Ai r  Rambai  Curup  Kabupaten  Rejang  

Lebong ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  in i  member i  kuasa  

kepada  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DESIANA ;  Kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  Ibu  rumah 

tangga ,  bera lamat  d i  J l .  Gajah  Mada I I I  gang  

Redho  I I  Kelu rahan  Ai r  Rambai  Curup  

Kabupaten  Rejang  

Lebong  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

usaha  Negara  Bengku lu  No.  18/Pen. IA I / 2009 /PTUN- BKL 

tangga l  09  Desember  2009  ten tang  Sura t  Kuasa  

Ins i den t i l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Hal aman 1 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

- - - - - - - -

Selan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . PENGGUGAT;

M e l  a w a n :

BUPATI  REJANG LEBONG;  berkedudukan  di  Ja lan  S.  Sukowat i  

No.  52  Curup  Kabupaten  Rejang  Lebong  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dalam  hal  

in i  member i  kuasa  kepada  :

1 Nama

Kewarganegaraan

Peker jaan  

Alamat  

:   H.  KADIRMAN, SH. ,  Msi

:   Indones ia  

:  Asis ten  Pemer in tahan  dan  Kesra  

Kabupaten  Rejang  Lebong

:  J l .  S.  Sukowat i  No.  52  Curup  

Kabupaten  Rejang  Lebong
2 Nama

Kewarganegaraan

Peker jaan  

Alamat  

:   EDDY PRAWISNU, SH. ,  M.Hum

:   Indones ia  

:  Kepala  Bagian  Admin is t r a s i  

Hukum  sekre ta r i s  daerah  

Kabupaten  Rejang  Lebong

:  J l .  S.  Sukowat i  No.  52  Curup  

Kabupaten  Rejang  Lebong
3 Nama

Kewarganegaraan

Peker jaan  

:   MAX PINAL,  SH. ,  M.Si

:   Indones ia  

:  Kepala  Sub Bagian  Bantuan  Hukum 

2

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Hal aman 2 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Alamat  

sekre ta r i s  daerah  Kabupaten  

Rejang  Lebong

:  J l .  S.  Sukowat i  No.  52  Curup  
Kabupaten  Rejang  Lebong

4 Nama

Kewarganegaraan

Peker jaan  

Alamat  

:   INDRA HADIWINATA,  SH. ,  MT

:   Indones ia  

:  Sta f  Admin is t r a s i  Hukum 

sekre ta r i s  daerah  Kabupaten  

Rejang  Lebong

:  J l .  S.  Sukowat i  No.  52  Curup  
Kabupaten  Rejang  Lebong

Berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  Nomor  :  

180/696 /Bag .3 /2009  tangga l  07  Desember  

2009  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Untuk  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TERGUGAT;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Bengku lu  Nomor  :  18/Pen/2009 /PTUN- BKL,  

tangga l   02  Desember  2009  ten tang  Penunjukan  

Maje l i s  

Hakim  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

2.  Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 3 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu   Nomor  :  

18/Pen- P.Pers /2009 /PTUN- BKL,  tangga l   02  Desember  

2009   ten tang  Har i  dan  Tanggal  Pemer iksaan  

Pers iapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  Nomor  :  

18/Pen- HS/2009/PTUN.BKL,  tangga l                22  

Desember   2009   ten tang  Har i  dan  Tanggal  

Sidang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Telah  membaca  sura t - sura t   bukt i  te r t u l i s  yang  

dia jukan  para  pihak  da lam  pers idangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Telah  mendengar  kete rangan  para  p ihak  d ida lam  

pers idangan  ; - - - - - - - - - - - - -  

6. Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pers idangan  da lam 

perka ra   in i  ;  - - - - - - - - - - - - - -  

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

 Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  

gugatan  te r t angga l   02 Desember  2009,   dan  te rda f t a r  d i  

Kepani t e raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  pada  

tangga l  02  Desember  2009,  dalam  Regis te r  Perkara  Nomor  

4

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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18/G/2009 /PTUN- BKL dan te lah  d ipe rba i k i  pada  tangga l   22  

Desember  2009,  dengan  mengemukakan  alasan- alasan  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa yang  menjad i  ob jek  gugatan  Penggugat  adalah  

Sura t  Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  Nomor   :  300  Tahun  

2009  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  Sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama Raden  Gunawan,  ST. ,  NIP  

450007646  Pangkat /Go l  Penata  Muda  Tingka t  I  ( I I I / b )  

jaba tan  sta f   pada Dinas  Peker jaan  Umum Kabupaten  Rejang  

Lebong  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  yang  menjad i  dasar  dan  alasan  gugatan  

Penggugat  adalah  :

1. Bahwa  Penggugat  d iangka t  menjad i  Calon  Pegawai  

Neger i  Sip i l  pada  Kanto r  In fokom  Parsen ibud  

Kabupaten  Rejang  Lebong  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Bupat i  Rejang  Lebong  No.  820/001 /KEP/CPNS/2002  

te rh i t u ng  mula i  tangga l  1 Desember  2002  dan  menjad i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  Kantor  In fokom Parsen ibud  

Kabupaten  Rejang  Lebong  te rh i t u ng  mula i  tangga l  1 

Desember  2003  berdasarkan  Sura t  Keputusan       No.  

821/KEP/PNS/70 /2003  dengan  pangkat  Penata  Muda 

( I I I / a )  ; - - - - - - - - -

5

Disclaimer
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Hal aman 4 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL2. Bahwa  pada  saat  Penggugat  masih  menjad i  Calon  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Penggugat  mendapatkan  

Per in tah  Tugas  sebaga i  Sta f  Proyek  dengan  Tugas  

sebaga i  Asis ten /Pembantu  Pemimpin  Proyek  untuk  

peker j aan  pembangunan  Dik la t  berdasarkan  SK 

No.04.1 /P2DMHB-PW/In f /RL /2003  te r t angga l  18  Maret  

2003  (SK  as l i  d iambi l  oleh  JPU)  pada  proyek  

Pengembangan  Par iw i sa ta  Danau  Mas  Harum  Basta r i  

(P2DMHB)  pada  kanto r  In fokom  Parsen ibud  Kabupaten  

Rejang  Lebong;

3. Bahwa  pada  awalnya  proyek  paket  peker j aan  bagian  

danau  yang  dike r j a kan  oleh  PT.  KBSA  (mel i pu t i  

peker j aan  Pembers ihan  gambut  danau,  pembuatan  

lapangan  park i r ,  pembuatan  ja l an  l i ngka r  danau  dan  

pembuatan  ja l an  menuju  dik l a t )  ba ik  pimpro  maupun 

Kepala  Dinas  ser ta  Bendahara  sesua i  dengan  Sura t  

Keputusan  Pimpro  No.04 .1 /P2DMHB-PW/In f /RL /2003  

te r t angga l  18  Maret  2003  menunjuk  Wi lu jeng  Sr i  

Wahyuni  sebaga i  Asis ten  Tehnik  Pimpro  yang  kemudian  

d igan t i kan  oleh  Def r i  Ar iand i ,  ST,  sedangkan  

Penggugat  (Raden  Gunawan,  ST)  adalah  Asis ten  Proyek  

Bagian  Gedung  Dik la t  (yang  t i dak  bermasa lah )  yang  

pada  waktu  i t u  Penggugat  masih  Calon  Pegawai  Neger i  

Sip i l  dan  baru  beker j a  sek i t a r  2  (dua)  bulan  dan  

je l as  pada  rapat  awal  proyek  d ika takan  kami  ada lah  

6

6
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Hal aman 5 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

sta f  Pimpro  yang  dipe r i n t ahkan  untuk  membantu  

p impro  bagian  tekn i s  khusus  pada  in te r n  p impro  

sa ja ,  dan  ha l  i t u  sesua i  dengan  SK tugas  Pimpro ,  

Keppres  18  Tahun  2000  ser ta  Kepmen Kimpraswi l  No.  

332  Tahun  2002  yang  menyatakan  penaggung  jawab  

f i s i k  dan  keuangan  proyek  adalah  

Pimpro  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa iku t  ser tanya  Penggugat  pada  keg ia tan  proyek  

P2DMHB in i  adalah  karena  adanya  penugasan  SK Pimpro  

No.04 .1 /P2DMHB-PW/In f /RL /2003  te r t angga l  18  Maret  

2003  yang  Penggugat  te r ima  sesua i  dengan  cata tan  

saya  pada  waktu  i t u  tangga l  24  Maret  2003,  dengan  

demik ian  akt i f n ya  saya  sebaga i  s ta f / pembantu  Pimpro  

sete lah  saya  mener ima  Sura t  Keputusan  te rsebu t  dan  

pada  Sura t  Keputusan  i t u  je l as - je l as  Penggugat  

d i tugaskan  sebaga i  as is ten  Tekn ik  Pimpro  untuk  

proyek  Pembangunan  Dik la t  d imana  da lam  proyek  in i  

t i dak  ada  masalah  dan  ber la i nan  paket  dengan  

keg ia tan  proyek  P2DMHB ; - - - - - - - - -

5. Bahwa  ket i ka  proyek  in i  d iduga  bermasa lah ,  maka 

sek i t a r  bu lan  Desember  2004  di l akukan  peny id i kan  

oleh  Pol res  Rejang  Lebong  dan  saat  i t u  te lah  

d i l akukan  pemer i ksaan  te rhadap  Pimpro  2003,  

Bendahara  Proyek  2003,  Pimpro  2004,  Bendahara  

Proyek  2004  dan  Kont rak to r       PT.  KBSA,  dan  

7
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Konsu l t an  Pengawas  ser ta  Tim  Pengo lah  Tehnis  dar i  

Dinas  Kimpraswi l  Rejang  

Lebong  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

6. Bahwa  sek i t a r  tangga l  6  Januar i  2005  Penggugat  

d ipangg i l  sebaga i  saks i   ke  lapangan  dan  t i dak  

pernah  dimin ta  kete rangan  apa- apa  dan  pada  akh i rnya  

kemudian  saudara  Fahruroz i  (P impro  2003)  dan  I r .  

Rudi  Pancawarman  (Kepa la  Dinas  Par iw i sa ta ) ,  dan  

Bambang  Utomo  (P impro  2004)  d i te t apkan  menjad i  

te rsangka  dan  dikenakan  waj ib  lapor ,  hingga  

Penggugat  pada  bu lan  Februar i  2005  juga  dipangg i l  

sebaga i  te rsangka  untuk  d imin ta  kete rangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

7. Bahwa  pada  tangga l  13  Apr i l  2006  tanpa  prasangka  

apa- apa  dan  yak in  t i dak  bersa lah  menginga t  fungs i  

dan  kapas i t as  tugas  da lam  kasus  in i  yang  bukan  

merupakan  penentu  keputusan ,  Penggugat  sangat  t i dak  

percaya  mengapa  para  te rsangka  yang  te l ah  d iekspos  

d i  media /ko ran  loka l  dan  te lah  waj ib  lapor  d i  

Pol res  Rejang  Lebong  leb i h  dar i  8  (de lapan)  bu lan  

dan  nyata - nyata  sangat  je l as  fungs i  dan  wewenangnya  

sangat  menentukan  da lam proyek  dapat  h i l ang  beg i t u  

sa ja  dan  t i dak  te rsen tuh  hukum sedangkan  Penggugat  

8
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yang  baru  2  (dua)  bu lan  menjad i  Calon  Pegawai  

Neger i  Sip i l  da lam  hal  in i  hanya lah  sebaga i  sta f  

pembantu  Pimpro  dan  bukan lah  pe jaba t  atau  orang  

yang  menentukan  hi tam  put i hnya  keber l angsungan  

proyek  langsung  di tahan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  Penggugat  hanya  sta f  tekn i s  untuk  proyek  

bagian  Gedung,  dapat  d i l i h a t  atau  sesua i  dengan  

honor  yang  Penggugat  te r ima  dan  bukt i  Laporan  

Keuangan  Bendahara  Proyek  adalah  untuk  bagian  

proyek  Pembangunan  Gedung 

Dik la t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  pada  awal  peker j aan  dan  pembuatan  laporan  

semua sesua i  dengan  pos is i  pada  SK,  namun kemudian  

Penggugat  d ipangg i l  o leh  Pimpro  (Sdr .  Fahruroz i ) ,  

Bendahara  (Maisu r i ) ,  Kepala  Dinas  Par iw isa ta  dan  

Kebudayaan  (Rud i  Pancawarman)  dan  dipe r i n t ahkan  

untuk  menandatangan i  laporan  PT.  KBSA   dengan  

alasan  bahwa  yang  menandatangan i  laporan  harus  

mempunyai  NIP,  seh ingga  Penggugat  menjad i  iku t  

ber tanda  tangan   pada  laporan - laporan  te rsebu t ,  hal  

in i  diaku i  secara  te rus  te rang  oleh  ke  3  ( t i ga )  

orang  te rsebu t  d i  depan  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  

Neger i  Curup  pada pers idangan  tahun  2006 ;

10. Bahwa  se jak  tahun  2005  Penggugat  d ipe r i k sa  o leh  

9
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pihak  Kepol i s i an  dan akh i rnya  pada  tangga l  13 Apr i l  

2006  di j ad i kan  te rsangka  dan  di tahan  di  Lembaga 

Pemasyaraka tan  Curup  dengan  tuduhan  melakukan  

t i ndak  Pidana  

Korups i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa atas  penahanan  in i ,  i s t e r i  penggugat  (sd r i .  

Desiana ,  AMd)  mengi r imkan  sura t  permohonan  ke  

Bupat i  Rejang  Lebong  te r t angga l      3  Ju l i  2006  

pr iha l  permohonan  jaminan  penangguhan  penahanan  

da lam  perka ra  t i ndak  p idana  korups i  in i  yang  

kemudian  d i t i n dak l an j u t i  o leh  Bupat i  Rejang  Lebong  

dengan  mengi r imkan  sura t  ke  Ketua  Pengad i l an  Neger i  

Curup  pada  tangga l  10  Ju l i  2006  pr iha l  permohonan  

penangguhan  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  atas  sura t  Bupat i  Rejang  Lebong  te rsebu t ,  

pada  tangga l  13  Agustus  2006  Penggugat  d ibe r i kan  

Penangguhan  Penahanan  yang  di j am in  o leh  Bupat i  

Rejang  

Lebong  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

13. Bahwa dalam pers idangan  di  Pengad i l an  Neger i  Curup  

dipu tuskan  bahwa  Penggugat  d ibebaskan  dar i  sega la  

10
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tun tu tan  Jaksa  Penuntu t  Umum dan  t i dak  te rbuk t i  

secara  sah  dan  meyak inkan   bersa lah  melakukan  

t i ndak  p idana  korups i  adapun  yang  menjad i  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Neger i  Curup  

adalah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pos is i  Penggugat  pada  proyek  te rsebu t  

sebaga i  as is ten  tekn i s  hanya lah  sta f  b iasa  yang  

t i dak  menentukan  dapat  be ja lan  atau  t i daknya  

proyek  karena  ha l  te rsebu t  sudah  je l as  te rdapa t  

da lam  SK  pengangkatan  sebaga i  as is ten  

tekn i s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pada  saat  menjad i  Asis ten  Tekn is  te rsebu t  

Penggugat  harus  mengiku t i  Pra jaba tan  d i  Bengku lu ,  

namun  pos is i  Penggugat  t i dak  digan t i kan ,  jad i  

walaupun  Penggugat  t i dak  di tempat  proyek  te tap  

ber ja l an ,  t i dak  ada  pengaruh  apapun  te rhadap  

kebe langsungan  

proyek  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa Bupat i  Rejang  Lebong  sekarang  Bapak  Suherman,  

SE,  MM pada  saat  proyek  te rsebu t  adalah  Kepala  

Bagian  Keuangan  dan  be l i au  iku t  menjad i  saks i  d i  

Pengad i l an  Neger i  Curup  da lam  kapas i t asnya  sebaga i  

Kepala  Bagian  Keuangan  dan  anggota  Tim  Penel i t i  

Kont rak  bersama  Kepala  Dinas  Par iw i sa ta  dan  

11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 8 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Kebudayaan  ( I r .  Rudi  Pancawarman) ,  Kepala  Dinas  

Kimpraswi l  Rejang  Lebong  (  I r .  Khal i d  Agust i n ) ,  

Kepala  Bagian  Ekobang  (  Zamzami ,  SE) ,  Kepala  

Bappeda  Rejang  Lebong  ( I r .  Dedi  Nurmansyah)  yang  

kete rangan- kete rangannya  sebaga i  bagian  dar i  

kesaks ian  yang  sesua i  kebenaran  dan  fak ta  yang  

akh i rnya  membebaskan  Penggugat  pada  s idang  te rsebu t  

mengapa  sekarang  berba l i k  malah  memecat  Penggugat  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  ?   dan  atas  keputusan  

bebas  dar i  Pengadi l an  Neger i  Curup,  Jaksa  Penuntu t  

Umum  mengajukan  

Kasas i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

15. Bahwa  di  da lam  Pet i kan  Putusan  Kasas i  No  849  

K/P id /2007  dinya takan  bahwa  Penggugat  te l ah  

te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  

melakukan  t i ndak  pidana  korups i  secara  ber lan j u t ,  

o leh  karena  i t u  masing- masing  d i  ja tuh i  hukuman 

pidana  penja ra  se lama  3  ( t i ga )  tahun  penja ra ,  

d iku rang i  se lama  te rdakwa  berada  da lam  tahanan  

dst…………..……; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  berdasarkan  ha l  te rsebu t ,  maka  Tergugat  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  

12
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No.  300  tahun  2009  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  

Dengan  Hormat  Sebagai  Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  

nama Raden  Gunawan,  ST NIP.  450007646  Pangkat /Go l  

Penata  Muda  Tingka t  I  ( I I I / b )  jaba tan  Sta f  pada  

Dinas  Peker jaan  Umum  Kabupaten  Rejang  

Lebong  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  

baru  Penggugat  ketahu i  pada  tangga l  8  September  

2009  mela lu i  Kepala  Bagian  Kepegawaian  Setdakab  

Rejang  Lebong  beser ta  s ta fnya  untuk  saya  baca,  

namun  Penggugat  be lum  bersed ia  menandatangan inya  

(mereka  t i dak  mau  member ikan  SK  te rsebu t  ka lau  

Penggugat  t i dak  mau menandatang i  pada  lembar  akh i r  

SK  te rsebu t )  hingga  akh i rnya  sura t  keputusan  

te rsebu t  d isampaikan  mela lu i  Dinas  Peker jaan  Umum 

Rejang  Lebong  dan  Penggugat  mener ima  Sura t  

Keputusan  a  quo  pada  tangga l  18  Nopember  2009  

mela lu i  saudara  Af r i za l  (  Sta f  Kepegawaian  Dinas  

Peker jaan  Umum Kabupaten  Rejang  Lebong) ,  dengan  

demik ian  maka  te rhadap  keputusan  Terguga t  te rsebu t  

masih  dalam tenggang  waktu  untuk  menggugat  ya i t u  90  

(sembi l an  pu luh )  har i  seper t i  yang  di ten tukan  da lam 

pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo  Undang- Undang  Nomor  

13
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9  tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  ten tang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa te rhadap  keputusan  te rsebu t ,  p ihak  Penggugat  

mengajukan  kebera tan  kepada  Bupat i  Rejang  Lebong  

te r t angga l  14 September  2009  dan  te rhadap  kebera tan  

te rsebu t ,  Bupat i  Rejang  Lebong  member ikan  dispos i s i  

kepada  Kepala  Bagian  Kepegawaian  yang  buny inya  

“To long  je l askan  ten tang  pemberhent i an  Pegawai  

Neger i  Sip i l  atas  nama Raden  Gunawan,  ST,  MT dan 

Syaf l ened i ,  ST,MT. ,  dan  sampai  saat  in i  Penggugat  

be lum mener ima  penje l asan  atau  sura t  tanggapan  atas  

kebera tan  Penggugat  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

19. Bahwa  ak iba t  dike lua rkannya  Sura t  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  o leh  Tergugat  No.  300  Tahun  2009  

tangga l  31 Agustus  2009,  maka kepent i ngan  Penggugat  

merasa  di rug i kan  sebab  :………………………...

- Penggugat  keh i l angan  peker j aan  sebaga i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  pada  Dinas  Peker jaan  Umum Rejang  

Lebong ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Penggugat  secara  otomat i s  keh i l angan  pendapatan  

yang  se lama  in i  merupakan  satu - satunya  sumber  

penghas i l an  Penggugat  untuk  membiaya i  ke lua rga  

te ru tama  bagi  is t e r i  dan  kedua  anak  Penggugat  

yang  masih  sangat  membutuhkan  dana  bagi  

ke langsungan  pend id i kan  

mereka  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

20. Bahwa Penggugat  te lah  beker j a  dan  mengabdi  dengan  

penuh  rasa  tanggung  jawab  dan  tenaga ,  p ik i r an  dan  

keah l i annya  masih  sangat  d ibu tuhkan  da lam mendukung  

ke lancaran  tugas  sehar i - har i  seper t i  d ibawah  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Penugasan  Lokakarya  Communi ty  Water  Serv i ce  

and  Heal th  ADD  (  CWSH)  tahun  

2005  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Sura t  Penugasan  Penggugat  untuk  mengiku t i  

Pendid i kan  Pro fes i ona l  Magis te r  Depar temen  

Peker jaan  Umum  Republ i k  Indones ia  tahun  

2005  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Pani t i a  PHO/  FHO keg ia tan  Peningka tan  ja l an  dan  

Jembatan ,  Kegia tan  Pembukaan  Ja lan  dan Perkerasan  

15
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Ja lan  Baru ,  Kegia tan  Pemel iha raan  Per iod i k  Ja lan  

dan Jembatan  tahun  2006 ; - - - - - - - - - - - - -

- Menjad i  Tim Survey  dan  Perencanaan  Tekn is  Bidang  

Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Dinas  Permukiman  

dan  Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Rejang  Lebong  

tahun  2006 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pani t i a  Peni l a i  Hasi l  Ker ja  (PHO/FHO)  keg ia tan  

Pembangunan  Dra inase  Ter tu tup  Kabupaten  Rejang  

Lebong 2006 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pani t i a  Pelaksanaan  Uj ian  Ser t i f i k a s i  Ahl i  

Pengadaan  Barang/Jasa  di  l i ngkungan  Dinas  

Permukiman  dan Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Rejang  

Lebong  Tahun 

2006 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Tim  Tekn is  Pengawasan  dan  Pengeda l i an  Iz i n  

Mendi r i kan  Bangunan  da lam  wi layah  Kabupaten  

Rejang  Lebong  tahun  2007 ; - -      

Tugas- tugas  te rsebu t  dia tas  Penggugat  lakukan  

dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  dalam  hal  in i  

je l as  t i ndakan  Tergugat  ber ten tangan  dengan  asas  

kead i l an  dalam  menyelenggarakan  admin i s t r a s i  

pemer in tahan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa se lama menjad i  Pegawai  Neger i  Sip i l  Penggugat  

t i dak  pernah  seka l i pun  mendapat  hukuman  dis i p l i n  

16
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baik  berupa  teguran  l i san  maupun  tu l i s an ,  bahkan  

Penggugat  baru  sa ja  menyelesa i kan  stud i  Magis te r  

Tekn ik  (S2)  b idang  Perencanaan  dan  Pembangunan  

Wilayah  dan  Kota  yang  mendapat  tun jangan  bea  s iswa  

dar i  Depar temen  Peker jaan  Umum dan  Pemer in tah  

Kabupaten  Rejang  Lebong  pada  program  stud i  MT-PPWK 

Undip  Semarang,  yang  merupakan  tugas  sebaga i  satu -

satunya  utusan  daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  pada  

ju rusan  te rsebu t  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Tugas  

Bela ja r  Bupat i  Rejang  Lebong  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun   yang  menjad i  alasan- alasan  gugatan  

Penggugat  adalah  :…

1. Bahwa  t i ndakan  yang  di l akukan  Tergugat  te l ah  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  Perundang- undangan  

yang  ber laku  ya i t u  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  32  

Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  dengan  alasan  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-       Bahwa dida lam  keten tuan  pasa l  8  huru f   b  

Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  32  tahun  1979  

di j e l a skan  bahwa :……………………………..

“  Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  d ibe rhen t i kan  t i dak  

dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  karena  ” :

17
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……………………………………..

b.  Dihukum  penja ra  berdasarkan  putusan  pengad i l an  

yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  te tap ,  

karena  dengan  senga ja  melakukan  suatu  t i ndak  

p idana  ke jaha tan  yang  diancam  dengan  pidana  

penja ra  set i ngg i - t i ngg inya  4  (empat )  tahun   atau  

d iancam  dengan  pidana  yang  leb ih  

bera t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Lebih  lan ju t  da lam penje l asan  pasa l  8 po in  b te rsebu t  

d iu ra i kan  bahwa :

- Pada  dasarnya  t i ndak  p idana  ke jaha tan  yang  

diancam  dengan  pidana  penja ra  4  (empat )  tahun  

atau  d iancam  dengan  pidana  yang  leb ih  bera t  

adalah  merupakan  t i ndakan  pidana  ke jaha tan  yang  

bera t ,  meskipun  maksimum ancaman pidana  te rhadap  

suatu  t i ndak  pidana  te lah  d i te t apkan ,  namun 

pidana  yang  di j a t uhkan  atau  d ipu tuskan  oleh  hak im  

te rhadap  jen i s  t i ndak  p idana  i t u  dapat  berbeda  

sehubungan  dengan  bera t  r i ngannya  t i ndak  p idana  

yang  di l akukan  atau  besar  kec i l n ya  ak iba t  yang  

di t imbu l kannya  ; - - - - - - - - - - -

Berhubungan  dengan  i t u ,  maka da lam memper t imbangkan  

apakah  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  te lah  melakukan  

t i ndak  p idana  ke jaha tan  i t u  akan  dibe rhen t i k an  atau  

18
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t i dak ,  atau  apakah  akan  dibe rhen t i k an  dengan  hormat  

atau  t i dak  dengan  hormat  harus lah  dipe r t imbangkan  

fak to r - fak to r  yang  mendorong  Pegawai  Neger i  Sip i l  

yang  bersangku tan  melakukan  t i ndak  p idana  ke jaha tan  

i t u ,  ser ta  harus  pu la  d ipe r t imbangkan  bera t  

r i ngannya  putusan  pengad i l an  yang  di j a t uhkan .

Berdasarkan  pasa l  8  huru f  b  dia tas  dapat  d i l i h a t  

bahwa  Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  d ibe rhen t i k an  

t i dak  dengan  hormat  apab i l a  melakukan  t i ndak  pidana  

dengan  ancaman penja ra  4  (empat )  tahun  atau  p idana  

yang  leb ih  bera t .  Dan  in i  je l as  bahwa  t i ndakan  

Terguga t  sangat  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  RI  Nomor  :  32  Tahun  1979  karena  hukuman 

yang  di j a t uhkan  te rhadap  Penggugat  hanya  hukuman 

se lama 3 ( t i ga )  tahun  i t upun  hukuman yang  Penggugat  

ja l an i  t i dak  sampai  3  ( t i ga )  tahun  karena  hingga  

saat  in i  Penggugat  te l ah  mendapatkan  potongan  

hukuman  atau  remis i  sebesar  7  ( tu j uh )  bu lan  10  

(sepu luh )  har i ,  seh ingga   t i dak  memenuhi  syara t  

untuk  d iberhen t i kan  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

dan  in i  juga  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik  ya i t u  asas  kecermatan  dan  

kead i l an  d isamping  i t u  Negara  dan  Pemer in tah  

Kabupaten  Rejang  Lebong  send i r i  sudah  membiaya i  

Penggugat  untuk  melan ju t kan  stud i  Magis te r  (S2)  dan  

19
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te lah  Penggugat  se lesa i kan  dengan  ba ik ,  mengapa in i  

t i dak  dipe r t imbangkan  oleh  Terguga t?     Dan 

t i ndakan  Terguga t  in i  juga  ber ten tangan  dengan  asas  

manfaat  ; - - -  

- Bahwa dida lam  keten tuan  pasa l  9 huru f  a Pera tu ran  

Pemer in tah  RI  Nomor  32  tahun  1979  di j e l a skan  

bahwa  Pegawai  Neger i  Sip i l  d ibe rhen t i kan  t i dak  

dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

apab i l a  d ip idana  penja ra  atau  kurungan  

berdasarkan  keputusan  pengad i l an  yang  te l ah  

mempunyai  kekuatan  hukum te tap ,  karena  :

a. Melakukan  suatu  t i ndak  p idana  ke jaha tan  

jaba tan  atau  t i ndak  p idana  ke jaha tan  yang  

ada  hubungannya  dengan  

jaba tan  ; - - - - - - - - - - -

Pada  huru f  “a ”  in i  dapat  Penggugat  je l askan  :

……………………………

-  Bahwa  Penggugat  sebaga i  Calon  Pegawai  Neger i  

Sip i l  waktu  i t u  be lum  dapat  d ibebankan  wewenang  

dan  tanggung  jawab  dan  tanggung  jawab  sepenuhnya  

ada  pada  pimpro ,  bendahara  yang  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  adalah  penanggung  

jawab  f i s i k  dan keuangan  proyek  ser ta  Kepala  Dinas  

t i dak  te r l epas  karena  tugasnya  sebaga i  atasan  

langsung  yang  harus  melakukan  pengawasan  

20
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melekat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  ar t i  jaba tan  d is i n i  berar t i  orang  yang  

mempunyai  wewenang dan tanggung  jawab  proyek  f i s i k  

dan  keuangan  dan  in i  dapat  d i l i h a t  dalam  buku  

kont rak  pemborongan  yang  merupakan  “k i t ab  Undang-

Undang”   bagi  yang  mengika t  kont rak   yang  

dida lamnya   secara  je l as  dar i  pasa l  per  pasa lnya  

t i dak  ada  satu  pun  yang  menyebut  atau  te r t u l i s  

ten tang  as is t en  tekn i s  pimpro  dan  in i  je l as  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  

32  Tahun  1979  pasa l  9   huru f  “a ”   dan  in i  je l as  

bahwa Terguga t  t i dak  cermat  da lam menerapkan  pasa l  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa t i ndakan  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  se la i n  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  Nomor  

32  tahun  1979  juga  ber ten tangan  dengan  pasa l  23  

ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  yang  

menyatakan  bahwa :……………………………………………….

Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  d ibe rhen t i kan  dengan  hormat  

t i dak  atas  permin taan  send i r i  atau  t i dak  dengan  hormat  

karena  :……………………...

a. Dihukum  penja ra  berdasarkan  putusan  

pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  kekuatan  

hukum te tap  karena  melakukan  t i ndak  p idana  

ke jaha tan  yang  ancaman  hukumannya  4  (empat )  
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tahun  atau  leb ih ;  

atau   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

b. Melakukan  pe langgaran  dis i p l i n  Pegawai  

Neger i  Sip i l  t i ngka t  bera t ;

Jad i  d is i n i  je l as  bahwa yang  dapat  d ibe rhen t i kan  

j i ka  ancaman  hukumannya  se lama  4  (empat )  tahun  atau  

leb ih  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  pet i kan  putusan  MARI  No.  849  K/P id /2007  

te r t angga l  1  Agustus  2007  t i dak l ah  dapat  d i j ad i kan  

dasar  te rb i t n ya  SK  pemberhent i an  t i dak  dengan  

hormat  te rsebu t  dengan alasan  :……………………………………

- Bahwa Pengad i l an  Neger i  Curup  sama seka l i  t i dak  

pernah  menyampaikan  atau  bahkan  sekedar  

memper l i ha t kan  Asl i  pet i kan  putusan  dar i  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia   te rsebu t  sebaga i  

tembusan  kepada  kami  hingga  saat  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  untuk  mendapatkan  cop ian  pet i kan  putusan  

te rsebu t  p ihak  Penggugat  mencar i  send i r i  dengan  

cara  mengcop i  pet i kan  putusan  te rsebu t  dar i  

Pengad i l an  Tingg i  Bengku lu  dan  pada  cop ian  

pet i kan  putusan  te rsebu t  t i dak  ada  nama  s iapa  

yang  menandatangan inya  dan  t i dak  ada  cap/s tempe l  
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Mahkamah  Agung  Repul i k  Indones ia  dan  t i dak  ada  

para f  pada  t i ap  lembarnya  dan  t i dak  ada  nomor  

jumlah  ha lamannya  sebaga imana  laz imnya  pet i kan  

putusan  yang  dike lua rkan  Mahkamah  Agung  Repul i k  

Indones ia  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Penggugat  te lah  mencoba  meminta  bantuan  

KOMNAS HAM RI  untuk  mendapatkan  sa l i nan  resmi  

atas  pet i kan  putusan  te rsebu t  tap i  jawaban  dar i  

Ketua  Pengad i l an  Neger i  Curup  bahwa  sampai  saat  

in i  berkas  perka ra  kasas i  dan  putusannya  be lum 

ada,  sedangkan  pada  saat  i t u  para  te rdakwanya  

sudah  dieksekus i  leb i h  dar i  1  (sa tu )  

tahun  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  para  te rdakwa  te rmasuk  Penggugat  sudah  

mencoba  mengajukan  upaya  Penin jauan  Kembal i  (PK)  

namun di to l a k  o leh  p ihak  Pengad i l an  Neger i  Curup  

dengan  alasan  Bundel  A perka ra  te rsebu t  belum ada  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -  

4. Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  te rsebu t  sangat  

t i dak  ad i l  dan  meluka i  rasa  kead i l an ,  karena  se jak  

dar i  awal  pers idangan  pihak - pihak  Pemer in tah  

Kabupaten  Rejang  Lebong,  bahkan  sebag ian  dar i  Tim 

Baper jaka t  iku t  menjad i  saks i  pers idangan  di  
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Pengad i l an  Neger i  Curup  seper t i  Bawasda  Rejang  

Lebong,  Kabag  Keuangan  dengan  kete rangan  di  bawah 

sumpah  ten tang  kebenaran  dan  fak ta  yang  pada  saat  

i t u  yang  merupakan  pendukung  putusan  bebas  

Penggugat  tahun  2006  te rsebu t ,  namun  saat  in i  

te r j ad i  i r on i  dan  kont rad i k s i  dar i  suatu  kebenaran  

yang  te lah  d ipe r j uangkan  dan  diper t ahankan  bersama 

malah  sekarang  mereka  memberhent i kan  Penggugat  

dengan  t i dak  hormat  tanpa  ada  pers idangan  dan  

per t imbangan  yang  ad i l  dan 

je l as   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  Terguga t  sebe lum  menja tuhkan  hukuman  atau  

sanks i  admin is t r a s i  seharusnya  dan  bahkan  

diwa j i b kan  untuk  memer iksa  Pegawai  Neger i  Sip i l  

yang  bersangku tan  secara  seksama dengan  te l i t i  dan  

obyek t i f  te r l eb i h  dahu lu ,  ha l  in i  sesua i  dengan  

penje l asan  dar i  pasa l   8  huru f  b  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun 

1979 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Jad i  sebaga imana  ura ian  d ia tas  bahwa  Penggugat  

sangat  menyak in i  bahwa  Tergugat  dan  pihak  

Pemer in tah  Kabupaten  Rejang  Lebong  sangat  paham dan  

sangat  mengetahu i  duduk  persoa lan  masalah  yang  

Penggugat  hadap i ,  ba ik  keberadaan  penggugat ,  

baga imana  pos is i  dan  kapas i t as  Penggugat  da lam 
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Hal aman 17 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

proyek  te rsebu t ,  dar i  kesempatan  te rdahu lu  saat  

Penggugat  atau  kuasa  Penggugat  menemui  mereka  je l as  

mereka  mengetahu i  Penggugat  hanya lah  korban  da lam 

permasa lahan  in i .  Sehingga  Penggugat  merasa  

dipe r l a kukan  sangat  t i dak  ad i l ,  karena  saat  in i  

tanpa  pers idangan  dan  per t imbangan  yang  je l as  

mereka  memberhent i kan  Penggugat  atau  ka lau  Tergugat  

d i  da lam  hal  in i  te tap  menganggap  Penggugat  

bersa lah  harus lah  dengan  hukuman dis i p l i n  la i n  yang  

leb ih  r i ngan  dan  ad i l  se la i n  dar i  pemberhent i an  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  sesua i  dengan  

keten tuan .     semisa l :  penundaan  kena ikan  ga j i  

berka la  untuk  pa l i ng  lama satu  tahun  atau  penurunan  

ga j i  sebesar  satu  ka l i  ga j i  berka la  atau  penundaan  

kena ikan  pangkat  pa l i ng  lama  satu  

tahun  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Bahwa berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  Sura t  

Keputusan  Tergugat  nomor  :  300  Tahun  2009  tangga l  31  

agustus  2009,  ten tang  pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama Raden Gunawan,  ST 

Nip .  450007646  pangkat /Go l  Penata  Muda  Tk  I  ( I I I / b )  

jaba tan  sta f  pada  Dinas  Peker jaan  Umum Kabupaten  Rejang  

Lebong  te l ah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan  Asas- Asas  Umum  Pemer in tahan  
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Yang Baik  sebaga imana  dimaksud  da lam keten tuan  pasa l  53  

ayat  (2 )  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo  Undang- Undang  No 

9  tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  No 5  

Tahun  1986  jo  Undang- Undang  No 51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  No  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dan dengan  in i  Sura t  

Keputusan  Tergugat  te rsebu t  harus lah  dinya takan  bata l  

atau  t i dak  sah,  maka dengan  demik ian  sepatu tnya  Tergugat  

d iwa j i b kan  mengembal i kan  harka t  dan  martaba t  kedudukan  

Penggugat  seper t i  keadaan  semula  ; - - - - - - - - -

Berdasarkan  da l i l - da l i l  yang  te l ah  penggugat  

ura i kan  te rsebu t  d ia tas ,  mohon  k i ranya  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Bengku lu  untuk  dapat  menja tuhkan  putusan  

yang amarnya  berbuny i  :…………………………………

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

2. Menyatakan  t i ndakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Terguga t  

nomor  :  300  Tahun  2009  tangga l  31 

agustus  2009,  ten tang  Pemberhent i an  

Tidak  Dengan  Hormat  sebaga i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  atas  nama Raden Gunawan,  

ST Nip .  450007646  Pangkat /Go l  Penata  

26
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Hal aman 18 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKLMuda  Tk  I  ( I I I / b )  jaba tan  Sta f  pada  

Dinas  Peker jaan  Umum Kabupaten  Rejang  

Lebong  te l ah  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  32  Tahun  

1979 pasa l  8 huru f  b dan Pasal  9 huru f  

a,  ber ten tangan  dengan  pasa l  23  ayat  

(4 )  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  

ser ta  beten tangan  dengan  Asas- Asas  

Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  ya i t u ,  

asas  kecermatan  dan  asas  kead i l an  

ser ta  asas  

manfaat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  

Keputusan  Tergugat  nomor  :  300  Tahun  

2009  tangga l  31  agustus  2009,  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

Sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama 

Raden  Gunawan,  ST  Nip .  450007646  

Pangkat /Go l  Penata  Muda Tk  I  ( I I I / b )  

jaba tan  Sta f  pada Dinas  Peker jaan  Umum 

Kabupaten  Rejang  Lebong ; -

4. Memerin tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  

Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  :  300  

27
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun  2009  tangga l  31  agustus  2009,  

ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan 

Hormat  Sebagai  Pegawai  Neger i  Sip i l  

atas  nama  Raden  Gunawan,  ST  Nip .  

450007646  Pangkat /Go l  Penata  Muda Tk I  

( I I I / b )  jaba tan  Sta f  pada  Dinas  

Peker jaan  Umum Kabupaten  Rejang  Lebong  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Memerin tahkan  Tergugat  untuk  

merehab i l i t a s i  harka t  dan  martaba t  

Penggugat  da lam  kedudukan  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  seper t i  

semula  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

6. Mewaj ibkan  Tergugat  yang  t i dak  

bersed ia  melaksanakan  putusan  

pengad i l an  yang  te lah  mempero leh  

kekuatan  hukum te tap  d ikenakan  upaya  

paksa  berupa  pembayaran  se jumlah  uang  

paksa  dan/a tau  sanks i  admin is t r a t i f ,  

ser ta  diumumkan pada media  massa cetak  

setempat  ; - - - - - -

7. Membebankan  biaya  perkara  kepada  

28
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 19 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Terguga t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Atau  apab i l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n  mohon 

putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  aequo  et  

bono )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Terguga t  te l ah  mengajukan  Jawaban te r t u l i s  te r t angga l  06  

Januar i  2010,  yang  is i nya  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bahma sehubungan  dengan  adanya  Sura t  Gugatan  da lam 

Perkara                               Nomor  :  

18/G/2009 /PTUN- BKL,  maka  sebaga i  p ihak  yang  menjad i  

Terguga t  (Kuasa  Hukum  Tergugat )  dalam  perka ra  in i ,  

perkenankan lah  kami  untuk  member ikan  tanggapan  atas  

da l i l - da l i l  yang  dikemukakan  Penggugat  da lam  Sura t  

Gugatan  Penggugat .  Pada  kesempatan  in i ,  kami  akan  

menanggap i  Sura t  Gugatan  Penggugat  mela lu i  t i ga  

mekanisme,  ya i t u  dengan  mengajukan  Ekseps i ,  Krono log i s  

Objek  Perkara  dan  untuk  se lan j u t nya  member ikan  Jawaban  

mengenai  Pokok  Perkara  atas  Sura t  Gugatan  Penggugat  :

…………………………………………………………………………..

I . DALAM EKSEPSI

A. Gugatan  Penggugat  Cacat  Hukum :

29
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 20 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

1. Bahwa  Penggugat  mengajukan  Sura t  Gugatannya  

te rhadap  Bupat i  Rejang  Lebong,   yang  berkedudukan  

di  J l .  S.  Sukowat i  No.  52  Curup  Kabupaten  Rejang  

Lebong,  kepada  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Bengku lu ,  pada  tangga l  2  Desember  2009,  dengan  

Nomor  Perkara  :  18/G/PTUN-BKL,  ada lah  Cacat  Hukum 

dika renakan  Penggugat  te lah  la l a i  dan  ceroboh ,  

dengan   t i dak  melampi rkan  Objek   Gugatan   ya i t u  ;  

Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  Nomor  :  300  Tahun  

2009  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

Sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama  RADEN 

GUNAWAN,  ST. ,MT  NIP.  450007646  Pangkat /Go longan  

Penata  Muda  Tk  I  ( I I I / B )  Jabatan  Sta f  Pada  Dinas  

Peker jaan  Umum Kabupaten  Rejang  Lebong.  Bukt i  (T .1 )  

; - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  sa lah  satu  syara t  yang  pal i ng  pent i ng  dan  

pr ins i p  da lam  menggajukan  Gugatan  ke  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  adalah ,  Penggugat  da lam 

mengajukan  Gugatannya  harus  melampi rkan  Objek  

Gugatan  sebaga i  syara t  fo rma l  yang  di ten tukan  da lam 

pera tu ran  perundang- undangan,  sebaga imana  dia tu r  

da lam  keten tuan  Pasal  56  ayat  (3 )  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  

Perubahan  Atas  UU No 5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

30
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata  Usaha  Negara  jo  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  Tentang  Perubahan  kedua  UU No  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  

menyatakan  bahwa  ;  “  Gugatan  sedapat  mungk in  juga  

dise r t a i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

disengke takan  oleh  Penggugat  “ .  Hal  in i  d imaksudkan  

agar  te rh i nda r i  dar i  kesa lahan  Objek  

Sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3. Bahwa  berdasarkan  da l i l  dan  fak ta  hukum  dia tas ,  

o leh  karena  Penggugat  dalam  Gugatannya  t i dak  di  

ser ta i  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

(Keputusan  Terguga t ) ,  maka  secara  fo rmal  Gugatan  

Penggugat  Cacat  Hukum.  Oleh  karena  i t u  mohon 

k i ranya  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  untuk  menolak  

Gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Gugatan  Penggugat  Salah  Alamat

1. Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  35  ayat  (2 )  

Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  8 Tahun  1974  

ten tang  Pokok- pokok  Kepegawaian ,  menyatakan  

bahwa  :  “  Sengketa  Kepegawaian  sebaga i  ak iba t  

pe langgaran  te rhadap  pera tu ran  d is i p l i n  Pegawai  

31
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 21 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Neger i  Sip i l  d ise lesa i kan  mela lu i  upaya  banding  

admin i s t r a t i f  kepada  Badan  Per t imbangan  

Kepegawaian  

“  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

2. Bahwa  berdasarkan  Pasa l  2  hurup  a  Keputusan  

Pres iden  Nomor  67  Tahun  1980  ten tang  Badan  

Per t imbangan  Kepegawaian  jo  Keputusan  Pres iden  

Nomor  71  Tahun  1998  ten tang  Perubahan  Atas  

Keputusan   Pres iden  Nomor  67  Tahun   1980  

ten tang  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian ,  Badan  

Per t imbangan  Kepegawaian  mempunyai  tugas  pokok ,  

“  Memer iksa  dan  mengambi l  keputusan  mengenai  

kebera tan  yang  dia jukan  oleh  Pegawai  Neger i  

Sip i l  yang  berpangkat  Pembina  go longan  ruang  

IV /a  ke  bawah  ten tang  hukuman  dis i p l i n  yang  

di j a t uhkan  kepadanya  berdasarkan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  :  30  Tahun  1980  sepan jang  

mengenai  hukuman  dis i p l i n  pemberhent i an  dengan  

hormat  t i dak  atas  permin taan  send i r i  dan  

pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  

“  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  berdasarkan  Sura t  Kepala  Badan 

Kepegawaian  Negara  Tangga l  25  September  2001  

32
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.  K  26  - 3/V  18- 2/99  Per iha l  Wewenang 

Penja tuhan  Hukuman  Dis ip l i n ,  Pengajuan  

Kebera tan  Kepada  BAPEK,  Iz i n  Perkawinan  dan  

Peni l a i an  Pelaksanaan  Peker jaan  PNS,  yang  mana 

sura t  te rsebu t  d i  tu jukan  kepada  Selu ruh  

Gubernur ,  Bupat i /Wa l i k o t a   d i  Indones ia ,  pada  

angka  2  (dua)  huru f  c ,  menyebutkan  :  “  bahwa 

penga juan  kebera tan  kepada  Bapek  atas  hukuman 

dis i p l i n  yang  di j a t uhkan  kepadanya  agar  

langsung  di  sampaikan  kepada  Bapek.  Bukt i  (T .  

2)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  berdasarkan  has i l  Rapat  Ker ja  Tekn is  

BAPEK  dengan  beberapa  Pejaba t  Pengelo l a  

Kepegawaian  Ins tans i  Pusat  dan  Daerah  di  

Jakar ta  Tangga l  17  Apr i l  2007,  pada  halaman  8 

(de lapan)  huru f  b  angka  3  menyebutkan ,  bahwa :  

“  yang  dapat  mengajukan   band ing  admin i s t r a t i f  

ke  BAPEK adalah  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  di  

ja tuh i  hukuman  dis i p l i n  bera t ,  pemberhen t i an  

berdasarkan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  30  Tahun  

1980,  bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  berpangka t  

Pembina  Tingka t  I  go longan  ruang  IV /b  kebawah” .  

Selan ju t nya  pada  angka  6  (enam)  menegaskan  

bahwa,  “  BAPEK  sebaga i  lembaga  band ing  

admin i s t r a t i f  berkewaj i ban  mengambi l  keputusan  

33
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 22 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

“ .  Bukt i  

(T .3 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa berdasarkan  fak ta  hukum,  Penggugat  da lam 

hal  in i  berpangka t / go l ongan  Penata  Muda  TK  I  

( I I I / b )  in i ,  te rmasuk  da lam  golongan /ke l ompok  

te rsebu t  d ia tas .  Oleh  karena  i t u  Penggugat  

sebe lum mengajukan  gugatan  te rhadap  Tergugat  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu ,  

seharusnya  mengajukan  kebera tan  te r l eb i h  dahu lu  

ke  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  di  

Jakar ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa apab i l a  d ihubungkan  dengan  Objek  Sengketa  

yang  merupakan  t i ndak  lan ju t  dar i  Putusan  

Mahkamah Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  849  

K/PID/2007  Perkara  Kasas i  Pidana  dengan  sa lah  

satu  Terdakwa  adalah  Raden  Gunawan,ST. ,MT  Bin  

H.M Sabr i  Said i ,  yang  di  ja tuh i  p idana  penja ra  

3 ( t i ga )  tahun  dan  membayar  denda  masing- masing  

sebesar  Rp.  50.000 .000 , - ( l ima  pu luh  ju ta  

rup iah )  apa  bi l a  denda  te rsebu t  t i dak  dibayar  

d igan t i  dengan  pidana  kurungan  se lama  3  ( t i ga )  

bu lan  ser ta  membayar  uang  penggant i  sebesar  Rp.  

1.153 .978 .439 ,57  (sa tu  mi lya r  sera tus  l ima  

pu luh  t i ga  ju ta  sembi lan  ra tus  tu juh  pu luh  

34
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delapan  r i bu  empat  ra tus  t i ga  pu luh  sembi lan  

rup iah  l ima  puluh  tu j uh  sen)  secara  tanggung  

ren teng   dan  apa  bi l a  t i dak  d i  bayar  uang  

penggant i  te rsebu t ,  maka digan t i  dengan  pidana  

penja ra  se lama  1  (sa tu )  tahun ,  dengan  demik ian  

to ta l  hukuman yang  di  ja tuhkan  kepada  Penggugat  

ber jumlah  4  (empat )  tahun  3  ( t i ga )  bulan ,  

karena  Penggugat  t i dak  membayar  denda  dan  uang  

penggant i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  d i  da lam  pembahasan   rapa t  TIM 

BAPERJAKAT pada  tangga l  27  Ju l i  2009,  sa lah  satu  

kes impu lan  dar i  TIM  BAPERJAKAT  ya i t u  te rhadap  

Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  L ingkungan  Pemer in tah  

Kabupaten  Rejang  Lebong  yang  di j a t uh i  Pidana  

Penja ra  4  (empat )  tahun  atau  leb i h  atas  dasar  

putusan  pengad i l an  yang  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  d ikenakan  sanks i  pemberhent i an  t i dak  dengan  

hormat .  Dikarenakan  Penggugat  d ikenakan  hukuman 

pidana  pen ja ra  4  (empat )  tahun  3  ( t i ga )  bu lan  

( j um lah  kese lu ruhan  hukuman  yang  di j a l an i ) ,  maka 

Penggugat  d ikenakan  sanks i  Pemberhent i an  Tidak  

Dengan Hormat ,  berdasarkan  keten tuan   Pasal  8 huru f  

b   Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  32  Tahun  1979  

ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  ya i t u  :  
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“Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  d iberhen t i kan  t i dak  

dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  karena  :  

d ihukum  pen ja ra  berdasarkan  Keputusan  Pengad i l an  

yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum te tap ,  karena  

dengan  senga ja  melakukan  suatu  t i ndakan  pidana  

ke jaha tan  yang  di  ancam  dengan  pidana  penja ra  

set i ngg i - t i ngg inya  4  (empat  )  tahun  atau  d iancam 

dengan  pidana  yang  leb ih  bera t “ ,  dan  keten tuan  

Pasal  9  hurup  a,  menje laskan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

d ibe rhen t i k an  t i dak  dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  apab i l a  d ip idana  penja ra  atau  kurungan  

berdasarkan  keputusan  Pengadi l an  yang  te lah  

berkekua tan  hukum  te tap ,  karena  melakukan  suatu  

t i ndak  p idana  ke jaha tan  jaba tan  atau  t i ndak  p idana  

ke jaha tan  yang  ada  hubungannya  dengan  jaba tan “ .  

Penja tuhan  jen i s  hukuman  kepada  Penggugat  

d ika tagor i kan  da lam  jen i s  hukuman  dis i p l i n  bera t ,  

sebaga imana  di  atu r  da lam Pasal  6  ayat  (4 )  huru f  d  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  30  Tahun  1980  ten tang  

Pera tu ran  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

7. Bahwa  Penggugat  yang  dikenakan  PEMBERHENTIAN 

TIDAK  DENGAN HORMAT SEBAGAI  PEGAWAI  NEGERI 

SIPIL ,  dapat  mengajukan  kebera tannya  kepada  

36
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Badan  Per t imbangan  Kepegawaian ,  ha l  d i t egaskan  

da lam  Pasal  23  ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  :  30  Tahun  1980  Tentang  Pera tu ran  

d is i p l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  yakn i  “Pegawai  

Neger i  Sip i l  yang  berpangkat  Pembina  Golongan  

Ruang  IV /a  ke  bawah  yang  di j a t uh i  sa lah  satu  

jen i s  hukuman  dis i p l i n  sebaga imana  dimaksud  

da lam  Pasal  6  ayat  (4 )  huru f  c  dan  huru f  d,  

dapat  mengajukan  kebera tan  kepada  BAPEK  “ .  

Kebera tan  te rsebu t  d ia jukan  secara  te r t u l i s  

mela lu i  sa lu ran /u ru t an  

h i ra r k i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  d iben tuk  

berdasarkan  Keputusan  Pres iden  Nomor  :  67 Tahun  

1980  yang  mempunyai  tugas  pokok  ya i t u ,  

memeriksa  dan  mengambi l  keputusan  menggena i  

kebera tan  yang  dia jukan  oleh  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  maka sudah  se layaknya  Badan Per t imbangan  

Kepegawaian  d ibe r i kan  kesempatan  te r l eb i h  

dahu lu  untuk  menyelesa i kan  kebera tan  Penggugat  

berkenaan  dengan  sengketa  kepegawaian .  Hal  in i  

d i  per tegas  dalam  keten tuan  Pasal  48  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1968  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   jo  Undang- Undang 

37

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor  :  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang   Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo  Undang- Undang 

Nomor  :  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  kedua  

atas  Undang- Undang Nomor  :  5 Tahun 1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  menyatakan“  

da lam hal  suatu  Badan  atau  Pejaba t   Tata  Usaha  

Negara  d ibe r i  wewenang  oleh  atau  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  untuk  

menyelesa i kan  secara  admin i s t r a t i f  sengketa  

Tata  Usaha  Negara  te r t en t u ,  maka  bata l  atau  

t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  

gant i  rug i  dan/admin i s t r a t i f  yang  te rsed ia “ ,  

se lan j u t nya  da lam  Pasa l  48  ayat  (2 )  

menyebutkan“ ,  Pengad i l an  baru  berwenang  

memeriksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  

Tata  Usaha  Negara  sebaga i  mana dimaksud  da lam 

ayat  (1 )  j i ka  se lu ruh  upaya  admin i s t r a t i f  yang  

bersangku tan  te l ah  d i  gunakan“ ; -

9. Bahwa  upaya  admins t ra t i f  merupakan  prosedur  

yang  hanya  dapat  d i  tempuh  oleh  Pegawai  Neger i  

Sip i l  apab i l a  t i dak  puas  te rhadap  suatu  

keputusan  yang  di j a t uhkan  kepadanya  yang  te lah  

melakukan  pe langgaran  dis i p l i n  t i ngka t  bera t ,  

sete lah  melakukan  kebera tan  kepada  BAPEK dan  

38
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te lah  mempero leh  keputusan  te tap .  Keputusan  

BAPEK  ada lah  mengika t  dan  waj i b  di l aksanakan  

oleh  semua  pihak  yang  bersangku tan  (Pasa l  4 

ayat  (3 )  Kepres  No.67  Tahun 1980)  ; - - - - - -

10. Bahwa  berdasarkan  penjabaran  dia tas ,  dapat  

d ike tahu i  bahwa dalam  Keputusan  te rsebu t  t i dak  

te rs i r a t  upaya  pembelaan  dalam  hukum perad i l an  

yang  di tempuh  oleh  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  

te lah  d i  ja tuh i  hukuman  dis i p l i n .  Namun  di  

da lam  penje l asan  Pasal  48  ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  :  5  Tahun  1968  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara   jo  Undang- Undang  Nomor  :  9 

Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  jo  Undang- Undang  Nomor  :  51  Tahun  

2009  Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang 

Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  d i j e l a skan  bahwa  upaya  

admin i s t r a t i f  te rd i r i  

dar i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1. Banding  admin i s t r a t i f ,  apab i l a  penye lesa iannya  

di l akukan  oleh  ins tans i  atasan  atau  ins tans i  la i n  

dar i  yang  mengelua rkan  keputusan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -

2. Kebera tan  apab i l a  penye lesa ian  sengketa  i t u  

d i l akukan  send i r i  o leh  badan  atau  pe jaba t  ta ta  

usaha  Negara    yang  mengeluarkan  keputusan  i t u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  in i  mengind i kas i kan  bahwa  apab i l a  se lu ruh  

prosedur  te lah  di tempuh,  ser ta  pihak  yang  

bersangku tan  masih  te tap  be lum  merasa  puas,  maka 

baru  sengketa  d imaksud  dapat  d i  gugat  dan  dia jukan  

ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dia tu r  

di  da lam Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  :  5 

Tahun  1968  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   jo  

Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  Tentang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang   Nomor  :  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo  Undang-

Undang  Nomor  :  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  

kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  ya i t u  :  “Orang  

atau  Badan  hukum perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  pengad i l an  

yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  d inya takan  

bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  

40
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Badan Per t i mbangan Kepegawai an ( BAPEK)PTTUN

tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  d i  

rehab i l i t a s i “  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  penjabaran  dia tas ,  dapat  d ike tahu i  

bahwa  mekanisme  sengketa  Kepegawaian  dapat  

dise lesa i kan  juga  mela lu i  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara ,  sepan jang  se lu ruh  prosedur / t ahapan  te lah  

di l akukan ,  untuk  leb ih  je l asnya  dapat  Terguga t  

gambarkan  mela lu i  bagan  di  bawah 

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sengketa  Kepegawaian  yang  Dise lesa i kan  Mela lu i  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara

         Dasar  

Hukumnya :

Pasa l  48  ayat  (1 )  

dan (2 )
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KTUN Sengket a Kepegawai an ( PNS)

Hal aman 28 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Pej abat  yang Ber wenang

30 Har i

14 Har i

     

Apabi l a  dihubungkan  dengan  Objek  Sengketa ,  dapat  

dis impu lkan  bahwa,  Objek  Sengketa  ada lah  kasus  Tata  

Usaha  Negara ,  namun  demik ian  Badan  Per t imbangan  

Kepegawaian  (BAPEK)  dibe r i kan  kesempatan  te r l eb i h  

dahu lu  untuk  menyelesa i kan  kebera tan  Penggugat ,  dan  

apab i l a  Penggugat  merasa  t i dak   puas  te rhadap  

keputusan   BAPEK,  maka  Penggugat  dapat  mengajukan  

kebera tan  ke  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara .  Hal  in i  

di l aksanakan  dalam  rangka  mengindahkan  asas  

pera tu ran  perundang- undangan  ya i t u  ;  LEX SPECIALIS  

DEROGATE LEX  GENERALIS,  yang  bera r t i ,  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  bers i f a t  khusus  

mengesampingkan  keten tuan  yang  bers i f a t  umum 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bahwa  berdasarkan  fak ta  

hukum,  se jak  d i te r imanya  Objek  Sengketa  pada  

tangga l   18  Nopember  2009,  dan  sampai  saat  in i  

Penggugat  t i dak  pernah  mengajukan  kebera tan  ke  

BAPEK Jakar ta ,  sebaga i  upaya  band ing  admin is t r a t i f ,  

sebaga imana  di tegaskan  da lam  keten tuan  Pasal  23  
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Hal aman 29 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  30 Tahun  1980  

Tentang  Pera tu ran  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

yang  menyatakan  “Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  

berpangka t  Pembina  go longan  ruang  IV /a  kebawah yang  

di j a t uh i  sa lah  satu  hukuman  dis i p l i n  sebaga imana  

dimaksud  pada  pasa l  6 ayat  (4 )  huru f  c  dan  huru f  d  

dapat  mengajukan  kebera tan  kepada  BAPEK“.  Maka 

batas  waktu  untuk  mengajukan  kebera tan  yang  te l ah  

di  ten tukan  te lah  habis  atau  te l ah  lewat  waktu  (14  

har i  se jak  d i te r imanya  Objek  Sengketa )  ; - - - -

11. Bahwa  per lu  dan  patu t  d ipe r t imbangkan  juga  

berkenaan  dengan  keten tuan  Pasa l  2  huru f  e 

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1968  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   jo  Undang- Undang 

Nomor  :  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang   Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo  Undang- Undang 

Nomor  :  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  kedua  

atas  Undang- Undang Nomor  :  5 Tahun 1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  menyatakan  

bahwa  “T idak  te rmasuk  da lam  penger t i an  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menuru t  Undang-

Undang  in i ;  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dike l ua r kan  atas  dasar  has i l  pemer i ksaan  badan  

perad i l an  berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  
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Hal aman 30 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

perundang- undangan  yang  ber laku ” .  Kalaupun  

Keputusan  yang  dike lua rkan  oleh  Tergugat  

te rmasuk  da lam  keten tuan  Pasal  2  huru f  e  d i  

atas ,  maka t i ndakan  Terguga t  hanya  melaksanakan  

dan  menindak lan j u t i  Putusan  Mahkamah  Agung 

Republ i k  Indones ia  Nomor  849  K/PID/2007  dan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor   :  32  Tahun  1979  

ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l .  Hal  

in i  bera r t i  Keputusan  Tergugat  t i dak  te rmasuk  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  atau  ob jek  sengketa  

Tata  Usaha  Negara ,  yang  t i dak  dapat  d ia j ukan  

atau  d ip roses  mela lu i  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bengku lu  ; - - - - - - -

Berdasarkan  da l i l - da l i l  dan  fak ta  hukum di  atas ,  

dengan  demik ian  sudah  sepantasnya lah  Gugatan  Penggugat  

dapat  d i to l a k  o leh  Maje l i s  Hakim  Yang  Terhormat  dan  

menyatakan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  t i dak  

memi l i k i  kewenangan  untuk  memer iksa ,  mengadi l i  dan  

memutus  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Gugatan  Penggugat  Kadalua rsa .

1. Bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum,  Penggugat  

mener ima  Objek  Sengketa   pada  tangga l  18 

Nopember  2009,  h ingga  saat  in i  Penggugat  t i dak  
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pernah  mengajukan  kebera tan  ke  Badan 

Per t imbangan  Kepegawaian  (BAPEK)  Jakar ta ,  oleh  

karena   Penggugat  t i dak  mengajukan  kebera tan ,  

maka  dapat  d i ta r i k  suatu  kes impu lan  bahwa 

Penggugat  mener ima  Objek  Sengketa  te rsebu t ,  

karena  berdasarkan  keten tuan  pasa l  22  ayat  (2 )  

huru f  a  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  30  Tahun  

1980  Tentang  Pera tu ran  d is i p l i n  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  menyatakan  bahwa  “Hukuman  dis i p l i n  

sebaga imana  dimaksud  da lam pasa l  6 ayat  (3 )  dan  

ayat  (4 )  a,  apab i l a  t i dak  ada  kebera tan ,  mula i  

ber laku  pada  har i  ke l ima  be las  te rh i t u ng  mula i  

tangga l  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  bersangku tan  

mener ima  Keputusan  hukuman dis i p l i n  i t u ,  kecua l i  

jen i s  hukuman  dis i p l i n  sebaga imana  dimaksud  

da lam  pasa l  6  ayat  (4 )  hurup  b 

“  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  apab i l a  d ih i t ung  15  ( l ima  be las )  har i  

se jak  tangga l  18  November  2009  Penggugat  

mener ima  Objek  Sengketa  te rsebu t ,  Penggugat  

t i dak  dapat   mengajukan  kebera tan  ke  BAPEK lag i ,  

karena  sudah  kada lua rsa  atau  sudah  lewat  waktu  

dan  Penggugat  sudah  dianggap  sah  mener ima  Objek  

Sengketa .  Sebaga i  konsekuens i  hukumnya Penggugat  

t i dak  dapat  mengajukan  kebera tan  atau  Gugatannya  
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Hal aman 31 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bengku lu  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  da l i l  dan  fak ta  hukum dia tas ,  

Gugatan  dan  tun tu t an  Penggugat  harus lah  dapat  d i t o l a k ,  

karena  Gugatan  Penggugat  Cacat  Hukum,  Tidak  tepa t  atau  

sa lah  a lamat  dan  gugatan  Penggugat  te rsebu t  te lah  

Kadaluarsa  ya i t u  sudah  15  ( l ima  be las )  har i  se jak  

d i te r ima  Objek  Sengketa  oleh  Penggugat  (18  November  

2009) ,  o leh  karena  i t u  sud i l ah  k i ranya  Maje l i s  Hakim 

Yang te rho rmat  berkenan  memutus  :…………

1. Menolak  Gugatan  dan  tun tu tan  Penggugat  

atau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Set idak - t i daknya  menyatakan  Gugatan  dan 

tun tu tan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .   KRONOLOGIS OBJEK PERKARA

Bahwa  Objek  Perkara  da lam  Gugatan  Nomor  :  

18/G/2009 /PTUN- BKL adalah  Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  

Nomor  :  300  Tahun  2009  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  

Dengan  Hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama 

RADEN GUNAWAN,  ST. ,MT  NIP.  450007646  Pangkat /Go longan  

Penata  Muda  TK.  I  ( I I I / b )  Jabatan  Sta f  Pada  Dinas  

Peker jaan  Umum Kabupaten  Rejang ,  Tangga l  31  Agustus  

2009,  yang  dibua t  dan  dike lua rkan  oleh  Tergugat  untuk  
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melaksanakan  keten tuan /amanat  pera tu ran  perundang-

undangan  ya i t u  ;  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  32  Tahun  

1979  ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

1. Bahwa pada  Pasal  8 huru f  b yang  menyatakan  bahwa :  

Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  d iberhen t i k an  t i dak  

dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  karena ,  

dihukum  penja ra ,  berdasarkan  keputusan  Pengadi l an  

yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  te tap ,  

karena  dengan  senga ja  melakukan  suatu  t i ndakan  

pidana  ke jaha tan  yang  diancam dengan Pidana  penja ra  

set i ngg i - t i ngg inya  4  (empat )  tahun ,  atau  d iancam 

Pidana  yang  leb ih  bera t  ; - - - -

2. Bahwa kemudian  pada Pasal  9 huru f  a yang menyatakan  

bahwa  :  Pegawai  Neger i  Sip i l  d iberhen t i k an  t i dak  

dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  apab i l a  

dip i dana  penje ra  atau  kurungan  berdasarkan  

keputusan  Pengad i l an  yang  te l ah  mempunyai  kekuatan  

hukum te tap ,  karena  melakukan  suatu  t i ndak  pidana  

ke jaha tan  yang  ada  hubungannya  dengan  

jaba tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

3. Bahwa  se lan ju t nya  pada  Pasa l  29  yang  menyatakan  

bahwa,  “se t i ap  pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  
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putusan.mahkamahagung.go.idHal aman 32 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

ber laku  te rh i t u ng  se jak  akh i r  bulan  pemberhent i an  

yang  

bersangku tan “  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa pada  Pasal  27 ayat  (1 )  huru f  e Undang- undang  

Nomor  :       32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tah  

Daerah  yang  menyatakan  :  “Kepa la  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  mempunyai  kewaj i ban  mentaat i  dan  

menegakan  se lu ruh  pera tu ran  perundang- undangan”  ; -

5. Bahwa  Pera tu ran  Bupat i  Rejang  Lebong  Nomor  :  9 

Tahun  2006   Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  

Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Rejang  Lebong  

Per iode  Tahun  2006- 2010  (T .4 ) ,  yang  di j aba rkan  

da lam  Vis i  Pembangunan  Kabupaten  Rejang  Lebong,  

dian ta ranya  “mewujudkan  supremas i  hukum  dan  

pemer in tahan  yang  bers ih  dan  berwibawa  

“  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Sura t  Kepala  Badan  Kepegawaian  se laku  Sekre ta r i s  

BAPEK NOMOR. 314/BAPEK/S.1 /2008  tangga l  30 Desember  

2008  per iha l ,  Penerapan  Pemberhent i an  Sementara  

Pegawai  Neger i  Sip i l  pada angka  huru f  b menyatakan ;  

“Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  sedang  menja lan i  hukuman 

penja ra  atas  dasar  putusan  Pengadi l an  yang  te l ah  

mempunyai  kekuatan  hukum  te tap ,  te tap i  karena  

sesuatu  dan  la i n  hal  pada  saat  yang  bersangku tan  

di tahan  sementara ,  maka  yang  bersangku tan  t i dak  
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per lu  lag i  dikenakan  pemberhen t i an  sementara ,  

te tap i  langsung  di t i ndak  lan ju t i  atas  dasar  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  32 Tahun  1979  ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l .  Bukt i  

(T .5 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  

penye lenggaraan  Negara  yang  bers ih  dan  bebas  dar i  

Korups i  Kolus i  dan  Nepot i sme,  ser ta  mendukung  

program pemer in tah  da lam rangka  memberantas  korups i  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  Nomot  

849/P ID /2007 ,  Perkara  Kasas i   Pidana  dengan  

Terdakwa  Raden  Gunawan,  ST. ,MT  Dkk.  Bukt i  

(T .6 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. URAIAN SINGKAT KASUS RADEN GUNAWAN, ST. ,MT 

RADEN GUNAWAN,  ST. ,MT  Peker jaan  Eks.  Pegawai  

Neger i  Sip i l  pada  Dinas  Peker jaan  Umum Kabupaten  

Rejang  Lebong  (du lu  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  Dinas  

Par iw i sa ta  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong) ,  

se laku  Asis ten  Pimpinan  Proyek  Pengembangan  

Par iw i sa ta  Danau  Mas  Harun  Basta r i  anggaran  Dana 

Alokas i  Umum Kabupaten  Rejang  Lebong  Tahun  2003  dan  

Tahun  2004,  secara  bersama- sama atau  send i r i - send i r i  
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ber t i ndak  untuk  d i r i  send i r i  atau  orang  la i n  dengan  

menger jakan ,  memer iksa ,  mengeva luas i ,  mener ima  

sesuatu  sebaga i  imba lan  atas  peker jaan  yang  

menggunakan  uang  Negara ,  dengan  menger jakan  peker j aan  

t i dak  sesua i  sfes i f i k a s i  kont rak .  Akiba t  dar i  

perbua tannya  mengak iba t kan  kerug ian   Negara  sebesar  

Rp.  1.148 .711 .311 ,42  (sa tu  mi lya r  sera tus  empat  pu luh  

de lapan  ju ta  tu j uh  ra tus  sebe las  r i bu  t i ga  ra tus  

sebe las  koma  empat  pu luh  dua  sen) .  Perbuatan  

te rsangka  te rsebu t  melawan  hukum sebaga imana  dia tu r  

dan  diancam  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  31 

Tahun  1999  ten tang  Tindak  Pidana  Korups i  sebaga imana  

te lah  d iubah  dengan  Undang- Undang Nomor  20 Tahun 2001  

Jo.  Pasal  55  ayat  (1 )  ke- 1 

KUHP;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kemudian  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  

Nomor  :  849  K/P id /2007  tangga l  1  Agustus  2007  yang  

te lah  mempunyai  kekuatan  hukum  te tap ,  Sdr .  RADEN 

GUNAWAN,  ST. ,MT  di j a t uh i  hukuman  berupa:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Pidana  pen ja ra  se lama  3  ( t i ga )  tahun  

penja ra  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Denda  sebesar  Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  pu luh  ju ta  
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rup ia ) ,  j i ka  t i dak  d ibayar  d igan t i  dengan  pidana  

kurungan  se lama 3 ( t i ga )  bu lan  ; - - - - - - - -

3. Membayar  uang  penggant i  sebesar  Rp.  

1.153 .978 .439 ,57 , -  (sa tu  mi l i a r  sera tus  l ima  pu luh  

t i ga  ju ta  sembi lan  ra tus  tu juh  puluh  delapan  r i bu  

empat  ra tus  t i ga  pu luh  sembi lan  rup iah  l ima  pu luh  

tu j uh  sen)  secara  tanggung  ren teng   dengan te rdakwa  

la i nnya ,  j i ka  t i dak  d ibayar  d igan t i  dengan  pidana  

penja ra  se lama 1 (sa tu )  tahun  ; - - - - - - - - -

Selan ju t nya  atas  dasar  Putusan  Mahkamah Agung RI  

Nomor  :  849  K/P id /2007  di  atas ,  Pemer in tah  Kabupaten  

Rejang  Lebong  mela lu i  Badan  Per t imbangan  Jabatan  dan  

Kepangkatan ,  berkes impu lan  dan  sepakat  bahwa Saudara  

RADEN GUNAWAN,  ST. ,MT  dibe rhen t i k an  t i dak  dengan  

hormat  se laku  Pegawai  Neger i  Sip i l  Kabupaten  Rejang  

Lebong,  yang  di t i ndak l an j u t i  dengan  Keputusan  Bupat i  

Rejang  Lebong  Nomor  :  300  Tahun  2009  tangga l  31 

Agustus  2009  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  

Hormat  Sebagai  Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama RADEN 

GUNAWAN,  ST. ,MT  NIP.  450007646  Pangkat /Go longan  

Penata  Muda  TK  I / ( I I I / b )  Jabatan  Sta f  pada  Dinas  

Peker jaan  Umum  Kabupaten  Rejang  

Lebong ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

B. LATAR BELAKANG SERTA FAKTA DAN DATA YANG ERPENGARUH

1. Bahwa sesua i  keten tuan  Pasal  8  huru f  b  Pera tu ran  
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Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  d isebu tkan  

bahwa,  Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  d ibe rhen t i kan  

t i dak  dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

karena  :  d ihukum  pen ja ra ,  berdasarkan  keputusan  

pengad i l an  yang sudah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  

te tap ,  karena  dengan senga ja  melakukan  suatu  t i ndak  

pidana  ke jaha tan  yang  diancam dengan pidana  penja ra  

set i ngg i - t i ngg inya   (empat )  tahun ,  atau  d iancam 

dengan  pidana  yang  leb ih  

bera t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  kemudian  da lam  Pasal  9  huru f  a  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  :  32  Tahun  1979  dia tu r  kembal i  

ten tang  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  diberhen t i k an  

t i dak  dengan  hormat  ya i t u ,  Pegawai  Neger i  Sip i l  

yang  dibe rhen t i kan  t i dak  dengan  hormat  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  apab i l a  d ip idana  penja ra  atau  

kurungan  berdasarkan  keputusan  pengad i l an  yang  

mempunyai  kekuatan  hukum  yang  te tap ,  karena  :  

melakukan  suatu  t i ndak  p idana   ke jaha tan  yang  ada  

hubungannya  dengan  

jaba tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa se lan ju t nya  dalam  Sura t  Edaran  Kepala  Badan  

52
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Admin is t r a s i  Kepegawaian  Negara  Nomor  :  04/SE/1980  

ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Bukt i  

(T .7 ) ,  di t egaskan  kembal i  berkenaan  dengan  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  t i dak  dengan  

hormat ,  khususnya  pada  V romawi  angka  1  huru f  b 

yang  menyatakan ,  Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  

dibe rhen t i kan  t i dak  dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  karena  :  d ihukum penja ra ,  berdasarkan  

keputusan  pengad i l an  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  

hukum yang  te tap ,  karena  dengan  senga ja  melakukan  

suatu  t i ndak  p idana  ke jaha tan  yang  diancam dengan  

pidana  penja ra  set i ngg i - t i ngg inya   (empat )  tahun ,  

atau  diancam  dengan  pidana  yang  leb i h  

bera t  ; - - - - - - - - -

4. Bahwa atas  perbua tan  Saudra  RADEN GUNAWAN, ST. ,MT 

yang  mengak iba t kan  kerug ian   Negara  sebesar  Rp.  

1.148 .711 .311 ,42 ,  (sa tu  mi l i a r  sera tus  empat  pu luh  

de lapan  ju ta  tu juh  ra tus  sebe las  r i bu  t i ga  ra tus  

sebe las  rup iah  empat  pu lu  dua  sen)  maka  kasus  

te rsebu t  d i l akukan  penye l i d i k an  dan peny id i kan  oleh  

Pol res  Rejang  Lebong dan se lan ju t nya  di l impahkan  ke  

Kejaksaan  Neger i  Curup.  Kemudian  o leh  Kejaksaan  

Neger i  Curup  Saudara  RADEN  GUNAWAN,  ST. ,MT 

di l akukan  penahanan  berdasarkan  Sura t  Per in tah  

Penahanan  No.  Pr in t  :  30/N.7 .11 /F t . 1 / 04 / 2006  
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tangga l  20 Apr i l  2006 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa sete l ah  menja lan i  proses  dan  tahapan- tahapan  

pers idangan  dimu la i  dar i  Pengadi l an  Per tama  atau  

Pengad i l an  Neger i  Curup  sampai  dengan  kasas i  ke  

Mahkamah  Agung  RI ,  d i j a t uh i  hukuman  berupa  :

………………………………………………………………………

a. Pidana  pen ja ra  se lama  3  ( t i ga )  tahun  

penja ra  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Denda  sebesar  Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  

pu luh  ju ta  rup ia ) ,  j i ka  t i dak  d ibayar  

digan t i  dengan  pidana  kurungan  se lama  3 

( t i ga )  bu lan  ; - - -

c. Membayar  uang  penggant i  sebesar  Rp.  

1.153 .978 .439 ,57 (sa tu  mi l i a r  sera tus  l ima  

pu luh  t i ga  ju ta  sembi lan  ra tus  tu juh  

pu luh  de lapan  r ibu  empat  ra tus  t i ga  pu luh  

sembi lan  rup iah  l ima  pu luh  tu j uh  sen)  

secara  tanggung  ren teng   dengan  te rdakwa  

la i nnya ,  j i ka  t i dak  d ibayar  d igan t i  

dengan  pidana  pen ja ra  se lama  1  (sa tu )  

tahun  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

6. Bahwa berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung RI  Nomor :  

54
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849  K/P id  /2007  tangga l  1  Agustus  2007  yang  te l ah  

mempunyai  kekuatan  hukum  yang  te tap ,  Pemer in tah  

Kabupaten  Rejang  Lebong  mela lu i  Bagian  Kepegawaian  

Setdakab .  Rejang  Lebong  meminta  ke je l asan  Putusan  

Mahkamah Agung RI  d i  atas ,  kepada  Ketua  Pengad i l an  

Neger i  Curup  mela lu i  Sura t  Sekre ta r i s  Daerah  

tangga l  30  Januar i  2008  Nomor  :  800/63 /Bag .9  Hal  

Pelaksanaan  Putusan  Mahkamah Agung RI ,  Bukt i  (T .8 ) ,  

dan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Neger i  Curup  mela lu i  

Sura t  Sekre ta r i s  Daerah  tangga l  30  Januar i  2008  

Nomor  :  800/72 /Bag .9  Hal  Pelaksanaan  Putusan  

Mahkamah  Agung  RI .  Bukt i  

(T .9 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa kemudian  Pengadi l an  Neger i  Curup  member ikan  

jawaban  atas  Sura t  Sekda  tangga l  30  Januar i  2008  

Nomor  :  800/63 /Bag .9 ,  mela lu i  Sura t  Nomor  :  

W21.Db.Hn.01 .10 - 06  tangga l  1 Februar i  2008  Per iha l  

Eksekus i  Putusan  Mahkamah Agung  RI ,  Bukt i  (T .10 ) ,  

pada in t i n ya  menje laskan  bahwa,  pe laksanaan  putusan  

pidana  denda  dan  uang  penggant i  ada lah  wewenang  

Penuntu t  Umum dan  Pengadi l an  Neger i  hanya  mener ima  

tembusan  mengenai  Ber i t a  Acara  Eksekus i  ;

8. Bahwa  se lan ju t nya  Kejaksaan  Neger i  Curup  juga  
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member ikan  jawaban  atas  Sura t  Sekda  tangga l  30  

Januar i  2008  Nomor  :  800/72 /Bag .9 ,  mela lu i  Sura t  

Nomor  :  B- 176/N.7 .11 /  Fd.1 /2 /2008  tangga l  11  

Februar i  2008  per iha l  Pelaksanaan  Putusan  Mahkamah 

Agung  RI ,  Bukt i  (T .11 ) ,  yang  pada  in t i n ya  

menje laskan  bahwa;  untuk  pidana  penja ra  (a tas  nama 

RADEN  GUNAWAN,  ST. ,MT)  sudah  di l aksanakan ,  

sedangkan  pidana  denda  dan  uang  penggant i  belum 

dibayar  seh ingga  apab i l a  sampai  berakh i r nya  

menja lan i  hukuman  pen ja ra  t i dak  sanggup  membayar  

denda  dan  uang  penggant i ,  maka hukuman di tambah  1 

(sa tu )  tahun  3  ( t i ga )  

bu lan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa untuk  te r t i b  admin i s t r a s i  kepegawaian  ser ta  

untuk  kepas t i an  dan  ke je lasan  sta tus  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  bersangku tan (a tas  nama 

RADEN  GUNAWAN,  ST. ,MT) ,  kemudian  Pemer in tah  

Kabupaten  Rejang  Lebong  mela lu i  Bagian  Kepegawaian  

Sekre ta r i a t  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  meminta  

ke je l asan  kepada  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  RI  

mela lu i  Sura t  Bupat i  tangga l  29  Mei  2008  Nomor  :  

800/396 /Bag .9  Hal  Penerapan  Sanks i  Admin is t r a t i f  

Pemberhent i an  Sementara .  Bukt i  

(T .12 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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10. Bahwa  kemudian  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  

(BAPEK)  RI  member ikan  jawaban  atas  Sura t  Bupat i  

tangga l  29 Mei  2008  Nomor  :  800/396 /Bag .9 ,  mela lu i  

Sura t  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Selaku  

Sekre ta r i s  BAPEK Nomor :  314/BAPEK/S.1 /2008  tangga l  

30  Desember  2008  per iha l  Penerapan  Pemberhent i an  

Sementara  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Bukt i  (T .13 ) ,  yang  

pada  in t i n ya  menje laskan  bahwa,  Pegawai  Neger i  

Sip i l  yang  sedang  menja lan i  hukuman  penja ra  atas  

dasar  putusan  pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  

hukuman te tap ,  te tap i  karena  sesuatu  dan  la i n  ha l  

pada  saat  yang  bersangku tan  d i tahan  sementara  o leh  

pihak  yang  berwa j i b  t i dak  d ikenakan  pemberhent i an  

sementara ,  maka yang  bersangku tan  t i dak  per lu  lag i  

dikenakan  pemberhent i an  sementara ,  te tap i  langsung  

di t i ndak l an j u t i  atas  dasar  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  

Neger i  Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sebaga imana  

dike tahu i  bahwa Sdr .  RADEN GUNAWAN, ST. ,MT semenjak  

di tahan  t i dak  d i l akukan  pemberhent i an  sementara .  

Oleh  karena  i t u ,  sesua i  rekomendas i  BAPEK agar  

di t i ndak l an j u t i  sesua i  PP Nomor 32 Tahun 2009,  maka 

sesua i  keten tuan  Pasa l  8 huru f  b dan Pasa l  9 huru f  

a  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32 Tahun  1979  ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Saudara  RADEN 
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GUNAWAN,  ST. ,MT  dapat  d ibe rhen t i kan  t i dak  dengan  

hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  karena  

berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  :  849  

K/P id /2007  tangga l  1  Agustus  2007  Saudara  RADEN 

GUNAWAN,  ST. ,MT di j a t uh i  hukuman  berupa ;  p idana  

penja ra  se lama  3  ( t i ga )  tahun  pen ja ra ,  denda  

sebesar  Rp.  50.000 .000 , -  ( l ima  pu luh  ju ta  rup iah ) ,  

j i ka  t i dak  d ibayar  d igan t i  dengan  pidana  kurungan  

se lama  3  ( t i ga )  bulan ,  membayar  uang  penggant i  

sebesar  Rp.  1.153 .978 .439 ,57  (sa tu  mi l i a r  sera tus  

l ima  puluh  t i ga  ju ta  sembi lan  ra tus  tu j uh  puluh  

de lapan  r i bu  empat  ra tus  t i ga  pu luh  sembi lan  rup iah  

l ima  pu luh  tu juh  sen)  secara  tanggung  ren teng  

dengan te rdakwa  la i nnya ,  j i ka  t i dak  d ibayar  d igan t i  

dengan  pidana  pen ja ra  se lama  1  (sa tu )  

tahun  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  se lan ju t nya  untuk  menegakkan  dis i p l i n  

Pegawai  Neger i  Sip i l  dan  adanya  ke je l asan  sta tus  

Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama RADEN GUNAWAN, 

ST. ,MT,  yang  te lah  d inya takan  bersa lah  sesua i  

Putusan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  :  849  K/P id  /2007  

tangga l  1  Agustus  2007  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum  yang  te tap ,  maka  Pemer in tah  

Kabupaten  Rejang  Lebong  mela lu i  Badan  Per t imbangan  

Jabatan  dan  Kepangkatan  (Baper jaka t )  Kabupaten  
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Rejang  Lebong  yang  diben tuk  dengan Pera tu ran  Bupat i  

Rejang  Lebong  Nomor  6  Tahun  2009,  yang  merupakan  

suatu  badan  yang  ber tugas  member i  per t imbangan  dan  

saran  kepada  Bupat i  Rejang  Lebong  sa lah  satunya  

da lam  hal  pengangkatan ,  pemindahan  dan  

pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  da lam  jaba tan  

st ruk tu ra l ,  mengadakan  rapa t / pe r t emuan  yang  

has i l n ya  d i tuangkan  da lam  Ber i t a  Acara  Hasi l  

Sidang /Rapat  Tim Baper jaka t  Kabupaten  Rejang  Lebong  

Nomor  :  800/431 /Baper j aka t / 2009  tangga l  27  Ju l i  

2009.  Bukt i  (T .14 ) .  Salah  satu  kes impu lan  dan  

kesepakatan  dalam rapa t  Baper jaka t  d imaksud,  ya i t u  

te rhadap  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  l i ngkungan  

Pemer in tah  Kabupaten  Rejang  Lebong   yang  di j a t uh i  

pidana  pen ja ra  4  (empat )  tahun  atau  leb i h  atas  

dasar  putusan  pengad i l an  yang  mempunyai  kekuatan  

hukum te tap   dikenakan  sanks i  pemberhent i an  t i dak  

dengan hormat .

12. Bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  

Nomor :  849 K/P id  /2007  tangga l  1 Agustus  2007 yang  

te l ah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  te tap ,  Saudara  

RADEN GUNAWAN,  ST. ,MT  di j a t uh i  hukuman  berupa ;  

pidana  pen ja ra  se lama 3 ( t i ga )  tahun  pen ja ra ,  denda  

sebesar  Rp.  50.000 .000 , - ( l ima  Puluh  Juta  Rupiah) ,  

j i ka  t i dak  d ibayar  d igan t i  dengan  pidana  kurungan  
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se lama  3  ( t i ga )  bulan ,  membayar  uang  penggant i  

sebesar  Rp.  1.153 .978 .439 ,57 (sa tu  mi l i a r  sera tus  

l ima  puluh  t i ga  ju ta  sembi lan  ra tus  tu j uh  puluh  

de lapan  r i bu  empat  ra tus  t i ga  pu luh  sembi lan  rup iah  

l ima  pu luh  tu juh  sen)  secara  tanggung  ren teng  

dengan te rdakwa  la i nnya ,  j i ka  t i dak  d ibayar  d igan t i  

dengan  pidana  pen ja ra  se lama  1  (sa tu )  tahun .  

Kemudian  berdasarkan  penje l asan  dar i  Kejaksaan  

Neger i  Curup  mela lu i  Sura t  Nomor  :  B- 176/N.7 .11 /  

Fd.1 /2 /2008  tangga l  11  Februar i  2008  per iha l  

Pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI ,  yang  pada  

in t i n ya  menje laskan  bahwa;  untuk  p idana  penja ra  

(a tas  nama RADEN  GUNAWAN,  ST. ,MT)  sudah  

di l aksanakan ,  sedangkan  pidana  denda  dan  uang  

penggant i  be lum  dibayar  seh ingga  apabi l a  sampai  

berakh i r nya  menja lan i  hukuman penja ra  t i dak  sanggup  

membayar  denda  dan  uang  penggant i ,  maka  hukuman 

di tambah  1  (sa tu )  tahun  3  ( t i ga )  

bu lan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berkenaan  dengan  ha l  te rsebu t  menginga t  sete l ah  

menja lan i  p idana  pen ja ra  se lama  3  ( t i ga )  tahun  

Saudara  RADEN GUNAWAN, ST. ,MT  t i dak  mengembal i kan  

pidana  denda  dan  uang  penggant i  maka  hukumannya  

di tambah  1  (sa tu )  tahun  3  ( t i ga )  bulan  seh ingga  
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to ta l  hukuman yang  harus  d i j a l an i  ya i t u  4  (empat )  

tahun  3  ( t i ga )  bu lan ,  seh ingga  Baper jaka t  

berkes impu lan  dan  sepakat  bahwa   Saudara  RADEN 

GUNAWAN, ST. ,MT  dibe rhen t i kan  t i dak  dengan  hormat  

sebaga i  Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

13. Bahwa  kemudian  atas  dasar  rapat / pe r t emuan  

Baper jaka t  yang di tuangkan  da lam Ber i t a  Acara  Hasi l  

Sidang /Rapat  Tim Baper jaka t  Kabupaten  Rejang  Lebong  

Nomor  :  800/431 /Baper j aka t / 2009  tangga l  27  Ju l i  

2009,  Bupat i  Rejang  Lebong  menindak lan j u t i n ya  

dengan  mengelua rkan  Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  

Nomor  :  300  Tahun  2009  tangga l  31  Agustus  2009  

ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  Sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama  RADEN GUNAWAN, 

ST. ,MT  NIP.  450007646  Pangkat /Go longan  Penata  Muda 

TK I / ( I I I / b )  Jabatan  Sta f  pada Dinas  Peker jaan  Umum 

Kabupaten  Rejang  

Lebong  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

I I I . DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa  sega la  sesuatu  yang  te lah  d iu ra i kan  da lam 

Ekseps i  d i  atas ,  merupakan  satu  kesatuan  ser ta  

bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Pokok  Perkara  
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in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

2. Bahwa  Tergugat  menolak  semua  dal i l  Gugatan  

Penggugat  se lu ruhnya ,  kecua l i  yang  te l ah  d iaku i  

secara  tegas  kebenarannya .

3. Bahwa  pada  angka  18  da lam  Gugatan  Penggugatnya ,  

menyatakan  pada tangga l  14 September  2009 Penggugat  

mengajukan  kebera tan  kepada  Bupat i  Rejang  Lebong  

(Terguga t ) ,  namun  sampai  saat  in i ,  be lum 

mendapatkan  pen je l asan ,  dengan  in i  dapat  kami  

je l askan  sebaga i  

ber i ku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa berdasarkan  fak ta  hukum,  Penggugat  

te l ah  mengaku i  secara  tegas  mener ima  

Objek   Sengketa  pada  tangga l  18  Nopember  

2009,  o leh  karena  i t u  bagaimana  mungkin  

Penggugat  b isa  mengajukan  kebera tan  

( tangga l  14  September  2009) ,  sementa ra  

Objek  sengketanya  send i r i  belum 

Penggugat  te r ima ,  untuk  i t u  t i dak  ada  

kewaj i ban  Terguga t  untuk  menanggap inya .  

Bukt i  

(T .15 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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b. Bahwa berdasarkan  fak ta  hukum,  Penggugat  

secara  resmi  mengajukan  kebera tannya  

kepada  Tergugat  pada  tangga l  20  Nopember  

2009,  dan  atas  kebera tan  te rsebu t  

Tergugat  te l ah  menanggap inya  dengan  sura t  

te r t angga l  7  Desember  2009  

No.800/739 /Bag .9 ,  Hal .  Tanggapan  atas  

kebera tan  pemberhent i an  t i dak  dengan  

hormat .  Bukt i  

(T .16 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  fak ta  hukum dia tas ,  a lasan  Penggugat  

yang  menyatakan  Tergugat  t i dak  menanggap i  kebera tan  

Penggugat  te rsebu t ,  t i dak  cukup  alasan ,  o leh  karena  

i t u  mohon kepada  Maje l i s  Hakim Yang Terhormat  dapat  

menolak  da l i l  Penggugat  te rsebu t  ; - - - - -

4.  Bahwa  pada  angka  20  da lam  Gugatan ,  Penggugat  

menje laskan  yang  pada  in t i n ya  Penggugat  te lah  

beker ja  dan  mengabdi  dengan  penuh  rasa  tanggung  

jawab,  ser ta  menyatakan  t i ndakan  Tergugat  

ber ten tangan  dengan  asas  kead i l an  da lam 

menyelenggarakan  admin i t r a s i  pemer in tahan ,  untuk  

i t u  dapat  Tergugat  tanggap i ,  ya i t u  ;  d i  da lam 

keten tuan  Undang- undang  Nomor  :  32  Tahun  2004  

Tentang  Pemer in tahan  Daerah  Pasal  20  ayat  (1 )  

menyebutkan  :  Penye lenggaraan  pemer in tahan  
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berpedoman  pada  asas  umum penye lenggaraan  Negara  

yang  te rd i r i  atas  :…………………………….

1.    Asas  Kepast i an  

Hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

2.    Asas  Kepent i ngan  

Umum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

3.    Asas  

Keterbukaan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.    Asas  

Propors i ona l i t a s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.    Asas  

Pro fes i ona l i t a s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.    Asas  

Akuntab i l i t a s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.    Asas  Efes iens i  

dan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8     Asas  

Efek t i v i t a s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Begi tu  juga  ha lnya  da lam keten tuan  Pasa l  3 Undang-

undang  Nomor  :  28  Tahun  1999  Tentang  

Penye lenggaraan  Negara  yang  bers ih  dan  Bebas  dar i  

Korups i ,Ko lus i  dan  Nepot i sme.  Asas- asas  Umum 

Penye lenggaraan  Negara  ya i t u  :………………………………………….

1.    Asas  Kepast i an  

Hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

2.    Asas  Kepent i ngan  

Umum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

3.    Asas  

Keterbukaan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.    Asas  

Propors i ona l i t a s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.    Asas  

Pro fes i ona l i t a s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.    Asas  

Akuntab i l i t a s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.    Asas  Efes iens i  
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dan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8.    Asas  

Efek t i v i t a s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  apab i l a  k i t a  cermat i  dan  pahami  dar i  

keten tuan- keten tuan  te rsebu t  d ia tas ,  t i dak  ada  

satupun  asas  yang  menyebutkan  asas  Keadi l an  da lam 

penye lenggaraan  Admin i t r a s i  pemer in tahan ,  

sebaga imana  dimaksud  oleh  Penggugat .  Oleh  karena  

i t u  a lasan  yang  dikemukakan  oleh  Penggugat  t i dak  

berdasarkan  pada  hukum yang  kuat .  Dengan  demik ian  

cukup  bera lasan  bi l a  maje l i s  hak im  yang  te rho rmat  

dapat  menolak  a lasan  yang  di  kemukan oleh  Penggugat  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bahwa  pada  angka  21  po in  1  Penggugat  menyatakan  

t i ndakan  Terguga t  te lah  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  32 Tahun  1979  Tentang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  dengan  harus  

memper t imbangkan  fak to r - fak to r  yang  mendorong  

Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  bersangku tan  melakukan  

t i ndakan  ke jaha tan  i t u ,  ser ta  harus  pu la  d i  

per t imbangkan  bera t  r i ngannya  putusan  pengad i l an  
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yang  di j a t uhkan ,  ser ta  Pengugat  hanya  dihukum 

se lama 3 tahun  dan  diku rang i  potongan  hukuman atau  

remis i  7  bu lan  10  har i ,  seh ingga  t i dak  memenuhi  

syara t  untuk  d ibe rhen t i kan  sebaga i  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  dan ber ten tangan  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  ba ik  ya i t u  asas  Kecermatan ,  kead i l an  dan  asas  

manfaa t .  Berkenaan  dengan alasan  Penggugat  te rsebu t  

dia tas ,  dapat  Terguga t  tanggap i  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Tindakan  Tergugat  te lah  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  dapat  d i tanggap i  :  Bahwa 

berdasarkan   Pasa l  27  ayat  (1 )  huru f  e 

Undang- undang  Nomor  :  32  Tahun  2004  

Tentang  Pemer in tahan  Daerah  yang  

menyatakan ;  “Kepa la  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  mempunyai  kewaj i ban  

mentaa t i  dan  menegakan  se lu ruh  pera tu ran  

perundang-

undangan”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Dar i  keten tuan  te rsebu t  d ia tas  dapat  d is impu lkan  

bahwa  sa lah  satu  kewaj i ban  Tergugat  ada lah  

mentaat i  dan  menegakan  pera tu ran  perundang-
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undangan  yang  ber laku ,  d ian ta ranya  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  :  32  Tahun  1979  Tentang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  dan  Putusan  

Mahkamah Agung RI  Nomor  :  849 K/P id /2007  tangga l  

1  Agustus  2007  yang  te lah  mempunyai  kekuatan  

hukum  te tap ,  yang  harus  d i l aksanakan  oleh  

Terguga t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

b. Harus  memper t imbangkan  fak to r - fak to r  yang  

mendorong  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  

bersangku tan  melakukan  t i ndakan  ke jaha tan  

i t u ,  dengan  in i  dapat  Tergugat  tanggap i  

ya i t u  ;  Bahwa  Terguga t  t i dak  mempunyai  

kewenangan  untuk  meni la i  fak to r - fak to r  

yang  mendorong  Penggugat  untuk  melakukan  

t i ndakan  ke jaha tan ,  ser ta  Tergugat  juga  

t i dak  mempunyai  kewenangan  untuk  

per t imbangkan  bera t  r i ngannya  putusan  

Makahmah Agung RI  yang  di  ja tuhkan  kepada  

Penggugat ,  karena  yang  mempunyai  

kewenangan  meni l a i  fak to r - fak to r  apa  sa ja  

yang  mendorong  Penggugat  melakukan  

t i ndakan  ke jaha tan  adalah  Lembaga 

perad i l an ,  yang  nant i nya  merupakan  sa lah  

satu  dasar  da lam  menja tuhan  bera t  
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r i ngannya  hukuman,  sedangkan  Tergugat  

seba l i knya  berkewaj i ban  melaksanakan  dan  

menegakan  pera tu ran  perundang- undangan.  

Bukan  berar t i  Tergugat  t i dak  

memper t imbangan  di  da lam  menetapkan  

keputusan  pemberhent i an  Penggugat  t i dak  

dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  bukt i nya  Tergugat  sebe lum 

menerb i t kan  Objek  sengketa  te r l eb i h  

dahu lu  minta  pendapat  kepada  Ketua  

Pengad i l an  Neger i  Curup  pada  tangga l  30 

Januar i  2008  dengan  Sura t  

No.800/63 /Bag .9 ,  kepada  Kepala  Kejaksaan  

Neger i  Curup  pada  tangga l  30 Januar i  2008  

dengan  Sura t  No.800/72 /Bag .9 ,  ser ta  

kepada  Ketua  BAPEK pada  tangga l  29  Mei  

2008  dengan  Sura t  No.800 /396 /Bag .9 .  dan  

te rkah i r  adalah  Rapat  Tim Baper jaka t  pada  

tangga l  27  Ju l i  

2009  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

c. Berdasarkan  fak ta  hukum,  Penggugat  

te rbuk t i  secara  sah  dan  menyak inkan  

bersa lah  melakukan  t i ndak  p idana  korups i  

yang  di l akukan  secara  bersama- sama  dan  

69
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ber lan j u t ,  dan  didakwa  melanggar  Pasal  3 

jo  Pasal  18 ayat  (1 )  huru f  b ayat  (2 )  dan  

ayat  (3 )  Undang- undang  Nomor  :  31  Tahun  

1999  sebaga imana  diuabah  dan  di tambah  

dengan  Undang- undang  Nomor  :  20  Tahun  

2001  jo  Pasal  55  ayat  (1 )  ke- 1  jo  Pasal  

64 ayat  (1 )  KUHP;-

Apa  bi l a  mencermat i  i s i  dar i  keten tuan  pasa l  

te rsebu t  d ia tas ,  ”se t i ap  orang  yang  dengan  

tu juan  menguntungkan  di r i  send i r i  atau  orang  

la i n  atau  suatu  korporas i ,  menyalahgunakan  

kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  

padanya  karena  jaba tan  atau  kedudukan  yang  dapat  

merug ikan  keuangan  Negara  atau  perekonomian  

Negara ,  d ip idana  dengan  pidana  pen ja ra  seumur  

h idup  atau  p idana  pa l i ng  s ingka t  1 (sa tu )  tahun  

dan  pa l i ng  lama  20  (dua  puluh  )  tahun  dan  atau  

denda  pa la i ng  sed ik i t  Rp.50 .000 ,000  ( l ima  pu luh  

ju ta  rup iah )  dan  pal i ng  banyak  Rp.1 .000 ,000 ,000  

(sa tu  mi lya r  

rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Bahwa berdasarkan  fak ta  hukum,  Penggugat  

te rbuk t i  secara  sah  dan  menyak inkan  

bersa lah   melakukan  t i ndak  pidana  

“Korups i “  secara  ber lan j u t .  Menghukum 
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Penggugat  dengan  pidana  penja ra  se lama  3 

( t i ga )  tahun  pen ja ra ,  pidana  denda  

sebesar                Rp.  50.000 .000 , -  

( l ima  pu luh  ju ta  rup iah ) ,  j i ka  t i dak  

dibayar  d igan t i  dengan  pidana  kurungan  

se lama  3  ( t i ga )  bulan ,  membayar  uang  

penggant i  sebesar  Rp.  1.153 .978 .439 ,57  

(sa tu  mi l i a r  sera tus  l ima  pu luh  t i ga  ju ta  

sembi lan  ra tus  tu j uh  pu luh  de lapan  r i bu  

empat  ra tus  t i ga  puluh  sembi lan  rup iah  

l ima  pu luh  tu juh  sen)  secara  tanggung  

ren teng   dengan  te rdakwa  la i nnya ,  j i ka  

t i dak  d ibayar  d igan t i  dengan  pidana  

penja ra  se lama  1  (sa tu )  tahun .  (Putusan  

MARI  No.849  

K/PID/2007)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  rangka ian  penja tuhan  hukuman 

te rsebu t  d ia tas ,  t i dak  dapat  dip i sahkan  satu  

sama  la i nnya ,  hukuman  te rsebu t  merupakan  satu  

kesatuan  yang  sa l i ng  te rka i t  dan  semuanya  harus  

d i j a l ankan .  Dengan  demik ian  t i dak  benar  ka lau  

Penggugat  hanya  dihukum 3  ( t i ga )  tahun .  Karena  

fak tanya  Penggugat  t i dak  membayar  p idana  denda  

ser ta  t i dak  membayar  uang  pengant i ,  untuk  i t u  

hukuman te rsebu t  harus lah  d iakumulas i kan  menjad i  
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4 (empat )  tahun  3 ( t i ga )  bu lan .  Sehingga  unsur -

unsur  keten tuan  di  da lam  Pasal  8  huru f  b 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32 Tahun 1979 ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Negar i  Sip i l  d isebu tkan  

bahwa,  Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  d ibe rhen t i kan  

t i dak  dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

karena ;  dihukum  penja ra ,  berdasarkan  keputusan  

pengad i l an  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum 

yang  te tap ,  karena  dengan  senga ja  melakukan  

suatu  t i ndak  pidana  ke jaha tan  yang  diancam 

dengan  pidana  penja ra  set i ngg i - t i ngg inya   4 

(empat )  tahun ,  atau  diancam dengan  pidana  yang  

leb ih  

bera t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Pasal  9  huru f  a  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32 

Tahun  1979  Tentang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  Pegawi  Neger i  Sip i l  d ibe rhen t i kan  t i dak  

dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

apab i l a  d ip i dana  penja ra  atau  kurungan  

berdasarkan  keputusan  pengad i l an  yang  mempunyai  

kekuatan  hukum  yang  te tap ,  karena ;  melakukan  

suatu  t i ndak  pidana   ke jaha tan  yang  ada  

hubungannya  dengan  

jaba tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-

Kemudian  apab i l a  k i t a  cermat i  i s i  keten tuan  

Pasal  8 huru f  b ser ta  Pasal  9 huru f  a Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  Tentang  

Pembehent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  maka Pegawai  

Neger i  Sip i l  yang  diberhen t i k an  t i dak  dengan  

hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  apab i l a  

d ip idana  penja ra  atau  kurungan  berdasarkan  

keputusan  pengad i l an  yang  mempunyai  kekuatan  

hukum yang  te tap  karena  dengan  senga ja  melakukan  

suatu  t i ndak  pidana  ke jaha tan  yang  diancam 

dengan  pidana  penja ra  set i ngg i - t i ngg inya  

(empat )  tahun ,  atau  diancam dengan  pidana  yang  

leb ih  

bera t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedangkan  di  da lam  keten tuan  pasa l  Pasal  3  jo  

Pasal  18 ayat  (1 )  huru f  b ayat  (2 )  dan  ayat  (3 )  

Undang- Undang  No.31  Tahun  1999  ten tang  

Pemberantasaan  Tindak  Pidana  Korups i ,  ancaman 

pidananya  dengan  pidana  penja ra  seumur  h idup  

atau  pidana  pa l i ng  s ingka t  1  (sa tu )  tahun  dan  

pa l i ng  lama 20 (dua  puluh  )  ; - - - -

Dar i   keten tuan  hukum dia tas  dapat  d i t a r i k  suatu  

kes impu lan  bahwa,  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  
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dibe rhen t i k an  t i dak  dengan  hormat  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  apab i l a  d ip idana  penja ra  

atau  kurungan  berdasarkan  keputusan  pengad i l an  

yang  mempunyai  kekuatan  hukum yang  te tap  karena  

dengan  senga ja  melakukan  suatu  t i ndak  p idana  

ke jaha tan  yang  diancam  dengan  pidana  pen ja ra  

set i ngg i - t i ngg inya  4 (empat )  tahun ,  atau  d iancam 

dengan  pidana  yang  leb ih  bera t .  seh ingga  syara t  

fo rma l  pemberhent i an  Penggugat  sudah  

te rpenuh i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  je l as l ah  bahwa dalam pen ja tuhan  

hukuman  dis i p l i n  kepada  Penggugat  berupa  

pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  berdasarkan  ancaman 

hukuman  te r t i n gg i  yang  te rdapa t  da lam  Pasal  

kasus  pidana  yang  di l akukan  oleh  Penggugat  

(p idana  penja ra  seumur  h idup  atau  pa l i ng  lama 20  

(dua  puluh ) )  tahun .  Kemudian  has i l  

kes impu lan / kesepaka tan  Sidang/Rapat  Tim 

Baper jaka t  Kabupaten  Rejang  Lebong  yang  te r t uang  

da lam  Ber i t a  Acara  Nomor  :  800/431 /  

Baper jaka t / 2009  tangga l  27  Ju l i  2009,  sa lah  

satunya  ya i t u  te rhadap  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  

l i ngkungan  Pemer in tah  Kabupaten  Rejang  Lebong  

yang  di j a t uh i  p idana  pen ja ra  4  (empat )  tahun  
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atau  leb ih  atas  dasar  putusan  pengad i l an  yang  

mempunyai  kekuatan  hukum te tap   d ikenakan  sanks i  

pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat .  Oleh  karena  

i t u  berdasarkan  Putusan   Mahkamah  Agung  Nomor  

849  K/PID/2007  yang  te l ah  mempunyai  kekuatan  

hukum te tap ,  dika renakan  to ta l  hukuman  penja ra  

yang  harus  d i j a l an i  o leh  Penggugat  ya i t u   4 

(empat )  tahun  3  ( t i ga )  bu lan  karena  t i dak  

membayar  denda  dan  uang  penggant i ,  maka 

Penggugat  d i j a t uhkan  hukuman  dis i p l i n  berupa  

pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  sebaga i  

Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

e. Bahwa  alasan  Penggugat  yang  menyatakan  

t i ndakan  Tergugat  ber ten tangan  dengan  

asas  pemer in tahan  yang  ba ik  ya i t u ,  asas  

kecermatan ,  asas  kead i l an  dan  asas  

manfaa t ,  a lasan  demik ian  ada lah  a lasan  

yang  t i dak  berdasarkan  hukum,  karena  di  

da lam  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  ya i t u  Undang- Undang  Nomor  :28  

Tahun  1999  Tentang  Penye lenggaraan  Negara  

yang  Yang  Bers ih  dan  Bebas  dar i  Korups i ,  

Kolus i  dan  Nepot i sme  dan  Undang- Undang 
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Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  

Daerah ,  t i dak  mengatur  a lasan  yang  

Penggugat  maksud ; - - - - - - - - - -

6.  Bahwa se lan ju t nya  pada  huru f  a halaman 9 Penggugat  

menje laskan ,  d isaa t  i t u  Penggugat  bers ta tus  Calon  

Pegawai  Neger i  Sip i l  (CPNS)  be lum dapat  d ibebankan  

wewenang  dan  tanggung  jawab,  dan  menyatakan  

Tergugat  t i dak  cermat  menerapkan  Pasal  9  hurup  a 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  Tentang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  ada lah  alasan  

yang  t i dak  berdasarkan  hukum,  karena  berkenaan  

dengan pen ja tuhan  hukuman dis i p l i n  in i  secara  tegas  

dia tu r  dalam Pasa l  27   ayat  (1 )  huru f  a  Pera tu ran  

Pemeruntah  Nomor  30  Tahun  1980  ten tang  Pera tu ran  

Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  yang  menyatakan  

bahwa ;  ”ke ten tuan  Pera tu ran  Pemer in tah  in i  ber laku  

juga  bagi  Calon  Pegawai  Neger i  Sip i l  

” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Bahwa  pada  po in t  3  Penggugat  menyatakan  Pet i kan  

Putusan  Makahmah Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

849  K/PID/2007  tangga l  1  Agustus  2007  t i dak l ah  

dapat  d i j ad i kan  dasar  te rb i t n ya  sura t  keputusan  

pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat ,  dengan  alasan  

Pengad i l an  Neger i  Curup  t i dak  pernah  menyampaikan  

76

76

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 52 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

atau  sekedar  mel iha t kan  as l i  pet i kan  putusan  

Makahmah  Agung  hingga  saat  in i ,  bahwa  alasan  

demik ian  adalah  alasan  yang  t i dak  berdasarkan  hukum 

karena  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Pet i kan  Putusan  

Sebuah  Pet i kan  Putusan  Mahakamah Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  849K/P id /2007  te r t angga l  1 

Agustus  2007,  adalah  merupakan  suatu  r i ngkasan  

keputusan  yang  i s i  dan  subs tans i  keputusan  

as l i nya  t i dak l ah  berbeda  dengan  i s i  Putusan ,  

apalag i  pet i kan  te rsebu t  dke lua rkan  oleh  lembaga  

perad i l an  yang  pal i ng  k i t a  hormat i .  Oleh  karena  

i t u ,  te rguga t  berkeyak inan  bahwa pet i kan  Putusan  

Mahakamah  Agung  Republ i k  Indones ia  te rsebu t  

sudah  cukup  menjad i  dasar  hukum  untuk  

mengeluarkan  Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  

Nomor  :  300  Tahun  2009  ten tang  Pemberhent i an  

Tidak  Dengan Hormat  Sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

atas  nama  RADEN  GUNAWAN,  ST. ,MT 

NIP.  450007646  Pangkat /Go longan  Penata  Muda TK 

I / ( I I I / b )  Jabatan  Sta f  pada Dinas  Peker jaan  Umum 

Kabupaten  Rejang  

Lebong  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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b. Bahwa  Penggugat  sampai  sekarang  t i dak  

mendapatkan  keputusan  Mahakamah  Agung 

Republ i k  Indones ia  te rsebu t  d i  atas ,  

merupakan  alasan  yang  t i dak  berdasarkan  

hukum karena  :

• fak tanya  te rguga t  mendapatkan  ba ik  pet i kan  

maupun  keputusan  Mahakamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  te rsebu t  dengan  te r l eb i h  dahu lu  

mengajukan  permohonan  ke  Ketua  Pengadi l an  

Neger i  Curup  untuk  mendapatkan  keputusan  

dimaksud  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Tidak lah  mungkin  p ihak  Kejar i  Curup  sebaga i  

ekseku to r  Keputusan  Mahakamah Agung  Republ i k  

Indones ia ,  beran i  mengeksekus i  penggugat  ke  

da lam  rumah  tahanan  negara  b i l a  be lum  ada  

kut i pan  atau  putusan  Mahakamah Agung Republ i k  

Indones ia  

dimaksud  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

8. Bahwa  pada  po in t  5  Gugatan  Penggugat  

menyatakan  bahwa,  te rguga t  sebe lum menja tuhkan  

hukuman  atau  sanks i  admin i s t r a s i  seharusnya  

diwa j i bkan  untuk  memer iksa  Pegawai  Neger i  

Sip i l  yang  bersangku tan  dengan  in i  dapat  kami  
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je l askan  bahwa  t i dak  ada  kewaj i ban  yang  

mengharuskan  untuk  mener ima  dan  menghadi r kan  

penggugat  da lam  mengambi l  keputusan ,  akan  

te tap i  per lu  ada  per t imbangan- per t imbangan  

sebe lum  mengambi l  keputusan  sebaga imana  

dimaksud  pen je l asan  Pasa l  8 huru f  b Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  dan  per t imbangan  

dimaksud  te l ah  d i l aksanakan  oleh  te rguga t ,  

ya i t u  dengan  memperhat i kan  per t imbangan-

per t imbangan  hukum  sebaga i  

ber i ku t  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Sura t  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  

Nomor  K.26- 3/V.18 - 2/99  tangga l  25 

September  2001  per iha l  wewenang 

penja tuhan  hukuman  dis i p l i n ,  penga juan  

kebera tan  kepada  Bapek,  iz i n  Perkawian  

dan  Peni l a i an  Pelaksanaan  Peker jaan  

Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  

Selaku  Sekre ta r i s  Bapek  

Nomor;314 /BAPEK/S.1 /2008  tangga l  30 
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Desember  2008  per iha l  Penerapan  

Pemberhent i an  Sementara  Pegwai  

Neger i  ; - - - -

c. Putusan /Pe t i k an  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor;  849  K/P id /2007  tangga l  1 

Agustus  

2007 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Sura t  Kepala  Kejaksaan  Neger i  Curup  Nomor  

:                            B-

176/N.7 .11 .Fd .1 / 2 / 2008  tangga l  11 

Februar i  2008  per iha l  Pelaksanaan  Putusan  

Mahkamah  Agung 

RI  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Ber i t a  Acara  Hasi l  Sidang /Rapat  Tim 

Baper jaka t  Kabupaten  Rejang  Lebong  Nomor;  

800/431 /Baper j aka t / 2009  tangga l  27  ju l i  

2009  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  berdasarkan  alasan  dan  per t imbangan  te rsebu t  d i  

atas ,  Tergugat  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  sud i l ah  k i ranya  mener ima  

Ekseps i  dan Jawaban Terguga t  dan se lan ju t nya  menja tuhkan  

putusan  yang  amar  putusannya   sebaga i   ber i ku t  :……………..

DALAM EKSEPSI
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- Mener ima  dan  mengabulkan  Ekseps i  

Terguga t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak  gugatan  dan  tun tu tan  penggugat  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perka ra  yang  t imbu l  da lam  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n  mohon 

putusan  yang  sead i l -

ad i l nya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  Jawaban  Tergugat ,  Penggugat  

te lah  mengajukan  Repl i k   te r t angga l  13  Januar i  2010  dan  

se lan j u t nya  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  

te lah  mengajukan  Dupl i k  te r t angga l  20  Januar i  2010  yang  

is i  lengkapnya  seper t i  te rcan tum  dalam  berkas  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

berupa  fo to  copy  yang  te l ah  d i l ega l i s i r ,   bermate ra i  

cukup,  dan  te lah  diber i  tanda  P- 1 sampai  dengan      P-
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30,  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Buk

t i  

P- 1 Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  Nomoi r  300  

Tahun 2009 ten tang  Pemberhent i an  t i dak  hormat  

sebaga i  Pegaawai  Neger i  Sip i l  an.  Sdr  Raden 

Gunawan,  ST,  MT NIP.450007646,  Pangkat /Go l  

Penata  Muda  Tk. I  ( I I I / b )  jaba tan  Sta f  pada  

Dinas  Peker jaan  Umum  Kabupaten  Rejang  

Lebong; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P- 2 Pet i kan  Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  

Nomor :  820/001 /KEP/CPNS/2002  tangga l  01 
Desember  2002 ten tang  Pengangkatan  Calon  
Pegawai  Neger i  Sip i l  (CPNS)  Kabupaten  Rejang  
Lebong atas  nama Raden Gunawan,  ST,  MT 
NIP.450007646,  Pangkat /Go l  Penata  Muda 
( I I I / a )  ; - - - - - - - - -

P- 3 Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong Nomor :  
821/KEP/PNS/70 /2003  tangga l  01 Desember  2003  
ten tang  Pengangkatan  Pegawai  Neger i  Sip i l  
atas  nama Reden Gunawan,  ST  NIP.450007646,  
Pangkat /Go l  Penata  Muda 
( I I I / a )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P- 4 Pet i kan  Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  
Nomor :  820/032 /KEP/04 /2002  tangga l  10 Maret  
2007 ten tang  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Neger i  
Sip i l  Kabupaten  Rejang  Lebong atas  nama Raden 
Gunawan ST NIP.450007646,  Pangkat /Go l  Penata  
Muda Tk. I  
( I I I / b ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P- 5 Sura t  Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong Nomor :  
238 Tahun 2005 tangga l  10 Oktober  2005  
ten tang  Pember ian  Tugas  Bela ja r  Program 
Magis te r  Tekn ik  Perencanaan  Pembangunan  
Wilayah  Dan Kota  an.  Sdr  Raden Gunawan,  ST,  
MT NIP.450007646,  Pangkat /Go l  Penata  Muda 
( I I I / a )  Pada Unive rs i t a s  Diponegoro  
Semarang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Ter gugat ???. .

Hal aman 57 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

P- 6 I j azah  Magis te r  Tekn ik  Univers i t a s  Diponegoro  
Semarang  Nomor :  06214/MT tangga l  8 Desember  
2007 an.  Sdr  Raden Gunawan,  ST,  
MT ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

P- 7 Sura t  Tanda Tamat  Pendid i kan  dan Pela t i han  
Nomor :  102/DIKLAT PRAJAB GOL I I I / DDN/2003  
an.  Sdr  Raden Gunawan,  ST,  NIP.450007646,  
Pangkat /Go l  Penata  Muda 
( I I I / a )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P- 8 Sura t  Keterangan  Bupat i  Rejang  Lebong Nomor  
180/1071 /Bag .2  tangga l  10 Ju l i  2006,  tena tng  
permohonan penangguhan  
penahanan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

P- 9 Sura t  Keterangan  dar i  Fahruroz i ,  SH eks .  
Pimpinan  Proyek  Pengembangan Par iw i sa ta  Danau 
Mas Harun  Basta r i  Dinas  Par iw i sa ta  dan 
Kebudayaan  Kabupaten  Rejang  Lebong,  tangga l  
02 Januar i  
2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -

P-

10

Putusan  Pengad i l an  Negr i  Curup  Nomor :  
145/P id .B /2006 /PN.Crp  tangga l  11 Desember  
2006 atas  nama Raden Gunawan,  ST,  
dkk  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

11

Sura t  Ketua  Pengad i l an  Nagr i  Curup  Nomor :  
W8.U2/35 /HN.01 .10 / IV / 2008  tangga l  14 Apr i l  
2008 ; - - - - - - - - - - - -

P-

12

Sura t  Komosi  Nasina l  Hak Asas i  Manus ia  
Indones ia ,  Nomor :  2.151 /K /PMT/ IX /2008  
tangga l  11 September  2008 per iha l  Permohonan  
berkas  putusan  Kasa i  Mahkamah Agung RI  
sebaga i  dasar  penin j auan  permohonan  
Penin jauan  Kembal i  ;  

P-

13

Sura t  Ketua  Pengad i l an  Neger i  Curup  Nomor :  
w.8U2/36 /HN.01 .10 /X /2008  tangga l  20 Oktober  
2008 Per iha l  Perkara  Pidana  Kasas i  No.  
849.K /P id /2007  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

14

Daf ta r  Peni l a i an  Pelaknaan  Peker jaan  Pegawai  
Neger i  Sip i l  (DP3)  tahun  2004 sampai  dengan  
2006 atas  nama Raden Gunawan,  ST,  MT 
NIP.450007646,  Pangkat /Go l  Penata  Muda 
( I I I / a )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

15

Pet i kan  Putusan  Mahkamah Agung RI  Nomor :  
849.K /P id /2007  tangga l  25 Februar i  2009 atas  
nama Raden Gunawan,  ST. ,  
Dkk ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - -
P-

16

Sura t  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor :  
389/BAPEK/S.1 /2009  tangga l  23 Desember  2009  
Per iha l  Pengajuan  Kebera tan  te rhadap  hukuman 
dis i p l i n  dengan sura t  Keputusan  Bupat i  Rejang  
Lebong Nomor :  300 Tahun 2009 tangga l  31 
Agustus  
2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

17

Ber i t a  Acara  Pelaksanaan  Putusan  Pengadi l an  
dar i  Kejaksaan  Neger i  Curup  Tanggal  16 
Januar i  2006; - - - - - - - - - - - - - -

P-

18

Sura t  Per jan j i a n  Pemborongan  (kon t rak )  
Nomor :  086/SPP/P2DMHB-INF/RL/2003  tangga l  24 
Mei  2003 ; - - - - - - - -

P-

19

Sura t  Keputusan  Pimpinan  Proyek  Pengembangan  
Par iw i sa ta  Danau Mas Harun  Basta r i  Tahun 
Anggaran  2003 Kabupaten  Rejang  Lebong,  
Nomor :  04.1 /P2DMHB-PW/In f /R I / 2003  tangga l  08 
Maret  2003 ten tang  Susunan Organ isas i  dan  
Tata  Ker ja  Unsur  Pembantu  Pemborongan  
Pengembangan Par iw i sa ta  Danau Mas Harun  
Basta r i  Tahun Anggaran  2003 Kabupaten  Rejang  
Lebong ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

20

Sura t  Penugasan  dar i  Kepala  Dinas  Permuk iman  
dan Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Rejang  
Lebong,  Nomor :  879/731 /Sub .1  tangga l  11 
Nopember  2006 atas  nama Raden Gunawan,  
ST ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

21

Sura t  Keputusan  Kepala  Dinas  Permukiman dan 
Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Rejang  Lebong,  
Nomor :  760 Tahun 2006 tangga l  02 Nopember  
2006 ten tang  Permbentukan  Tim Survey  dan 
Perencanaan  Tehnis  Bidang  Pemik iman  dan  
Penataan  Ruang Dinas  Permukiman dan Prasarana  
Wilayah  Kabupaten  Rejang  
Lebong ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -

P-

22

Sura t  Keputusan  Kepala  Dinas  Permukiman dan 
Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Rejang  Lebong,  
Nomor :  620/765 .a /Sub .5  tangga l  30 Nopember  
2006 ten tang  Permbentukan  Pani t i a  Peni l a i  
Hasi l  Peker jaan  (PHO-FHO) Kegia tan  
Pembangunan Dra inase  Ter tu tup  Kabupaten  
Rejang  Lebong  Tahun 
2006 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -

P-

23

Sura t  Keputusan  Kepala  Dinas  Permukiman dan 
Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Rejang  Lebong,  
Nomor :  762 Tahun 2006 tangga l  02 Nopember  

84
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2006 ten tang  Permbentukan  Pani t i a  Pelaksana  
Uj ian  Ser t i f i k a s i  Ahl i  Pengadaan Barang/Jasa  
di l i n gkungan  Dinas  Permukiman dan Prasarana  
Wilayah  Kabupaten  Rejang  
Lebong; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

24

Sura t  Keputusan  Kepala  Dinas  Permukiman dan 
Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Rejang  Lebong,  
Nomor :  07 Tahun 2007 tangga l  10 Januar i  2007  
ten tang  Permbentukan  Tim Tekn is ,  Pener t i ban  
dan Pengenda l i an  Iz i n  Mendi r i k an  Bangunan  
Dalam Kabupaten  Rejang  
Lebong ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

25

Sura t  Keputusan  Kepala  Dinas  Permukiman dan 
Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Rejang  Lebong,  
Nomor :  620/654 .a /Sub .5  tangga l  27 September  
2006 ten tang  Permbentukan  Pani t i a  Peni l a i  
Hasi l  Peker jaan  (PHO-FHO) Proyek  Bidang  
Permukiman dan penataan  Ruang Kabupaten  
Rejang  Lebong  Tahun 
2006 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -  

P-

26

Sura t  Keputusan  Kepala  Dinas  Permukiman dan 
Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Rejang  Lebong,  
Nomor :  620/798 /Sub .5  tangga l  30 Nopember  
2006 ten tang  Permbentukan  Pani t i a  Peni l a i  
Hasi l  Peker jaan  (PHO-FHO) Kegia tan  
Pembangunan Grdung Ars ip  Daerah  Kabupaten  
Rejang  Lebong  Tahun 
2006; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

27

Sura t  Penugasan  dar i  Kepala  Dinas  Permuk iman  
dan Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Rejang  
Lebong,  Nomor :  879/     /Sub.1  tangga l  02 
Nopember  2006 atas  nama Raden Gunawan,  
ST ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P-

28

Sura t  Depar temen Peker jaan  Umum  Nomor :  
PD.01.02 .Hb .B /06  tangga l  05 Januar i  2010  
per iha l  Penawaran  Fas i l i t a s  Ser t i f i k a s i  
Pro fes i  Ika tan  Ahl i  Perencana  Indones ia  
( IAP) ,  tahun  Anggaran  
2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Buk

t i  

P-

29

Nota  Dinas  Bupat i  Rejang  Lebong te r t angga l  15 
Septembar  2009 yang  di tu j ukan  kepada  Kepala  
Bagian  Kepagian  ; - - - - - - - -

P-

30

Nota  Dinas  Bupat i  Rejang  Lebong te r t angga l  14 
Desembar  2009 yang  di tu j u kan  kepada  Kepala  
Bagian  Hukum ; - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  
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jawabannya  Tergugat  te lah  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

berupa  fo to  copy  yang  te l ah  d i l ega l i s i r ,  bermate ra i  

cukup,  dan te lah  d ibe r i  tanda  T- 1 sampai  dengan       T-

17,  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Buk

t i  

T- 1 Sura t  Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  Nomor  :  

300  Tahun  2009  ten tang  Pemberhent i an  t i dak  

hormat  sebaga i  Pegaawai  Neger i  Sip i l  an.  Sdr  

Raden  Gunawan,  ST,  MT  NIP.450007646,  

Pangkat /Go l  Penata  Muda Tk. I  ( I I I / b )  jaba tan  

Sta f  pada  Dinas  Peker jaan  Umum Kabupaten  

Rejang  

Lebong  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T- 2 Sura t  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  

Nomor:K .26 - 3/V.18 - 2/99  tangga l  25 September  
2001 per iha l  Wewenang Penja tuhan  Hukuman 
dis i p l i n ,  Pengajuan  Kebera tan  ke BAPEK,  i z i n  
Perkawinan  dan Peni l a i an  Pelaksanaan  
Peker jaan  
PNS;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T- 3 Hasi l  Rapat  Ker ja   Tekn is  BAPEK dengan  
beberapa  Pejaba t  Pengelo l a  Kepegawaian  
Ins tans i  Pusat  dan daerah  di  Jakar ta  Tangga l  
17 Apr i l  
2007; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T- 4 Pera tu ran  Bupat i  Kabupaten  Rejang  Lebong  
Nomor 9 Tahun 2006 ten tang  Rencana  
Pembangunan Jangka  Menengah Daerah(RPJMD)  
per iode  tahun  2006-
2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T- 5 Sura t  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  tangga l  
30 Desember  2008 Nomor:314 /BAPEK/S.1 /2008  
per iha l  Penerapan  Pemberhent i an  Sementara  PNS 

86
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; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T- 6 Putusan  Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  

Nomor :  849 K/PID/2007  perka ra  Kasas i  Pidana  
Terdakwa Sdr .  Raden Gunawan,  ST.MT Bin  Na Al i  
dkk  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T- 7 Sura t  Edaran  Kepala  Badan Admin is t r a s i  
Kepegawaian  Negara  Nomor:  04/SE/1980   ten tang  
Pemberhent i an  PNS ; - - -

T- 8 Sura t  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Rejang  
Lebong tangga l  30 Januar i  2008 Nomor :  
800/63 /Bag .9  yang  di tu j u kan   kepada  Ketua  
Pengad i l an  Neger i  Curup  per iha l  Pelaksanaan  
Putusan  Mahkamah Agung Republ i k  
Indones ia  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

T- 9 Sura t  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Rejang  
Lebong tangga l  30 Januar i  2008 Nomor :  
800/72 /Bag .9  yang  di tu j u kan   kepada  Ketua  
Pengad i l an  Neger i  Curup  per iha l  Pelaksanaan  
Putusan  Mahkamah Agung Republ i k  
Indones ia  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-

10

Sura t  Ketua  Pengad i l an  Neger i  Curup  tangga l  1 
Februar i  2008 Nomor:W21.Db.Hn.01 .10 - 06 yang  
di tu j u kan  kepada  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  
Rejang  Lebong   per iha l  Eksekus i  Putusan  
Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia ; - - - - -

T-

11

Sura t  Kepala  Kejaksaan  Neger i  Curup  tangga l  
11 Februar i  2008 Nomor:  B-
176/N.7 .11 /Fd .1 / 2 / 2008  per iha l  Pelaksanaan  
Putusan  Mahkamah 
Agung; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -

T-

12

Sura t  Bupat i  Rejang  Lebong yang  di tu j u kan  
kepada  Ketua  BAPEK tangga l  29 Mei  2008  
Nomor :800 /396 /Bag .9  per iha l  Penerapan  Sanks i  
Admin is t r a s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -

T-

13

Ber i t a  Acara  Hasi l  Sidang/Rapat  Tim 
Baper jaka t  Kabupaten  Rejang  Lebong Nomor  
800/431 /Baper j aka t / 2009  tangga l  27 Ju l i  
2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-

14

Bukt i  Pener imaan  Sura t  tangga l  18 Nopember  
2008; - - - - - - - - - - -

T-

15

Sura t  Bupat i  Rejang  Lebong tangga l  7 Desember  
2009 Nomor:800 /737 /Bag .9  ha l  Tanggapan  atas  
kebera tan  Pemberhent i an   Tidak  dengan  
hormat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Buk T- Pera tu ran  Bupat i  Rejang  Lebong Nomor :  229  
Tahun 2009 ten tang  Pembentukan  Badan 
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t i  16 Per t imbangan  Jabatan  dan Kepangkatan  
(BAPERJAKAT)  Pegawai  Neger i  Sip i l  
Di l i ngkungan  Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  
Rejang  
Lebong; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T-

17

Sura t  saudara  Raden Gunawan,  ST. ,  MT,  tangga l  
20 November  2009 ten tang  Penyampaian  
Kebera tan  te rhadap  Sura t  Keputusan  Bupat i  
Rejang  Lebong  Nomor :  300 tahun  2009 ten tang  
Pemberhent i an  Tidak  dengan  
Hormat  ; - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya   Tergugat  menegaskan  bahwa  data - data  

yang  te lah  d isampaikan  pada  Maje l i s  Hakim  saat  

Pemeer iksaan  Pers iapan  di j ad i kan  sebaga i  bukt i  Ad 

In fo rmandum ya i t u  berupa  :  …………………………………..

1. Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  32  tahun  1979  Tentang  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  30  tahun  1980  Tentang  Pratu ran  

Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  09  tahun  2003  Tentang  Wewenang 

Pengangkatan ,  Pemindahan,  dan 

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  16 
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Tahun  2006  Tentang  Prosedur  Penyusunan  

Produk  Hukum 

Daerah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia  

Nomor  1  Tahun  2007  Tentang  Pengesahan,  

Pengundangan,  dan  Penyebar l uasan  Pera tu ran  

PerUndang-

Undangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Sura t  Edaran  badan  Admin is t r a s i  

Kepegawaian  Negara  Nomor  :  04/SE/1980  

Tentang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  

; - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  pemer iksaan  Pers idangan  

Pihak  Penggugat  dan  Tergugat  maupun Maje l i s  Hakim t i dak  

Mengajukan  Saks i  ; - - -

Menimbang,  bahwa pada  akh i r  pers idangan  Penggugat  

te lah  mengajukan  kes impu lan  te r t angga l  17  Februar i  2010  

dan  Terguga t  te l ah  mengajukan  kes impu lan  te r t angga l  17 

Februar i  2010,  dan  se lan ju t nya  mohon 

putusan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa untuk  se lan ju t nya  sega la  sesuatu  

te r j ad i  dan  te rca ta t  dalam  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  

Pers iapan  dan  Ber i t a  Acara  Pers idangan  perkara  in i  
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merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  pada  

akh i rnya  mohon 

putusan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  dar i  gugatan  

Penggugat  te r t angga l  2 Desember  2009  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa  t i ndakan  Terguga t  dalam  menerb i t kan  

ob jek  sengketa  a quo te l ah  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  yang  ber laku  dan  te lah  melanggar  

Asas- asas  Umum  Pemer in tahan  Yang 

Baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Terguga t  te lah  menyampaikan  ekseps i  dan  jawaban  pokok  

perka ra  te r t angga l  6  Januar i  2010  yang  pada  pokoknya  

da lam ekseps i  menyatakan  bahwa :  ……………..

(a ) .  Gugatan  Penggugat  cacat  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(b ) .  Gugatan  Penggugat  sa lah  a lamat ;  dan  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(c ) .  Gugatan  Penggugat  
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kada lua rsa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam jawaban  pokok  perka ra ,  pada  pokoknya  Tergugat  

menyangka l  semua  da l i l - da l i l  gugatan  Penggugat  karena  

da lam  menerb i t kan  ob jek  sengketa  a  quo,  Terguga t  te lah  

sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  

dan  t i dak  melanggar  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  dan  jawaban  

Terguga t  te rsebu t ,  Penggugat  te l ah  pula  menyampaikan  

rep l i k nya  te r t angga l  13  Januar i  2010  yang  pada  pokoknya  

menolak  semua  dal i l - da l i l  ekseps i  te rguga t  dan  te tap  

pada 

gugatannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  rep l i k  Penggugat ,  

Terguga t  te lah  menyampaikan  dupl i knya  te r t angga l  20  

Januar i  2010  yang  pada  pokoknya  te tap  pada  da l i l - dal i l  

ekseps inya  dan  te tap  pada  da l i l - dal i l  

jawabannya  ; - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim  member ikan  

per t imbangan  mengenai  ekseps i  dan  pokok  perkara ,  maka 

Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  akan  member ikan  
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per t imbangan  te rka i t  dengan  kewenangan  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Bengku lu  da lam mengadi l i  sengketa  a quo ;

Menimbang,  bahwa sete l ah  Maje l i s  Hakim  mempela ja r i  

secara  cermat  ob jek  sengketa  a  quo,  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  objek  sengketa     a  quo  (Keputusan  

Tata  Usaha Negara)  yang  di te rb i t k an  oleh  Terguga t  ada lah  

te rmasuk  da lam  bidang  

kepegawaian  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  di j ad i kan  ob jek  sengketa  da lam  perka ra  in i  

te rmasuk  da lam  bidang  kepegawaian ,  maka  yang  menjad i  

persoa lan  adalah  “apakah  dengan  dia jukannya  sengketa  a 

quo ke  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Bengku lu  akan  secara  

otomat i s  menjad i  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Bengku lu  untuk  

mengadi l i n ya  ?”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa di  da lam keten tuan  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

jo  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  yang  se lan ju t nya  d isebu t  Undang- Undang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  d ikena l  adanya  pembatasan  

atau  pengecua l i an  maupun  per luasan  te rhadap  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  yang  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  

ob jek  sengketa  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  
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sebaga imana  dia tu r  dalam  keten tuan  Pasal  2  yang  

merupakan  pengecua l i an ;  Pasal  48  yang  da lam  hal  suatu  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  diber i  wewenang 

oleh  atau  berdasarkan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  untuk  

menyelesa i kan  secara  admin i s t r a t i f  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  te r t en tu ,  maka  harus  d ise l esa i kan  mela lu i  upaya  

admin i s t r a t i f  yang  te rsed ia ;  sedangkan  da lam  keten tuan  

Pasal  3  ada lah  merupakan  keten tuan  yang  memper luas  

penger t i an  dar i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  yang  

dapat  d iguga t  d i  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  mengetahu i  te rhadap  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  yang  di j ad i kan  objek  

sengketa  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  apakah  harus  

menggunakan  se lu ruh  upaya  band ing  admin i s t r a t i f  yang  

te rsed ia  dapat  d i l i h a t  da lam  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  yang  menjad i  dasar  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  per t imbangan  te rsebu t  dia tas ,  

ob jek  sengketa  a  quo  adalah  te rmasuk  da lam  bidang  

kepegawaian ,  maka pera tu ran  dasarnya  dapat  d i l i h a t  da lam 

Undang- Undang Nomor  43 Tahun 1999 ten tang  perubahan  atas  
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Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  ten tang  Pokok- pokok  

Kepegawaian ,  da lam  keten tuan  Pasal  35  ayat  (2 )  yang  

berbuny i  :  Sengketa  kepegawaian  sebaga i  ak iba t  

pe langgaran  te rhadap  pera tu ran  d is i p l i n  Pegawai  Neger i  

Sip i l  d ise lesa i kan  mela lu i  upaya  band ing  admin i s t r a t i f  

kepada  

BAPEK ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa j i ka  d ihubungkan  anta ra  keten tuan  

Pasal  35  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  

ten tang  Pokok- pokok  Kepegawaian  dengan  keten tuan  Pasal  

48  Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

te rdapa t  kore las i  dimana  keten tuan  Pasal  48  Undang-

Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  adalah  merupakan  

keten tuan  yang  bers i f a t  umum  yang  menunjuk  pada  

penggunaan  upaya  admin i s t r a t i f  menuru t  pera tu ran  dasar  

yang  dia tu r  dalam  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

bersangku tan ,  khusus  yang  berka i t an  dengan  sengketa  a 

quo  adalah  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  ten tang  

Pokok- pokok  Kepegawaian ,  hanya  sa ja  d ida lam  penje lasan  

Pasal  48  Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

d ibedakan  anta ra  upaya  admin i s t r a t i f  dan  upaya  band ing  

admin i s t r a t i f  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sete l ah  Maje l i s  Hakim  mempela ja r i  
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dengan  cermat  ob jek  sengketa  a  quo,  bahwa yang  menjad i  

kons ide ran  landasan  hukum  Terguga t  dalam  menerb i t kan  

ob jek  sengketa  a  quo  adalah  berdasarkan  Putusan  

Pengad i l an  yang  te lah  berkekua tan  hukum te tap  perka ra  

p idana  Penggugat  dan  didasarkan  pada  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  seh ingga  saat  Penggugat  menjad i kan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  te rsebu t  sebaga i  

ob jek  sengketa  a  quo  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Bengku lu ,  objek  sengketa  a  quo  merupakan  wewenang 

langsung  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasal  35  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  

43  Tahun  1999  ten tang  Pokok- pokok  Kepegawaian  tanpa  

harus  mela lu i  prosedur  kebera tan  maupun  band ing  

admin i s t r a t i f  mela lu i  

BAPEK ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  per t imbangan  te rsebu t  dia tas ,  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bengku lu  berwenang  dalam mengadi l i  sengketa  a quo  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  adanya  ekseps i  dar i  

Terguga t ,  maka  sebe lum  memper t imbangkan  pokok  perkara ,  

Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  ekseps i  Terguga t  
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te r l eb i h  dahu lu  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . DALAM EKSEPSI  :  

Menimbang,  bahwa di  da lam jawabannya  Tergugat  te lah  

mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :

………………………………….

A. Gugatan  Penggugat  Cacat  Hukum oleh  karena  t i dak  

melampi rkan  Objek  

Sengketa   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Gugatan  Penggugat  sa lah  a lamat  o leh  karena  t i dak  

pernah  mengajukan  kebera tan  ke  BAPEK  Jakar ta  

sebaga i  upaya  band ing  admin i s t r a t i f  sebaga imana  

di tegaskan  da lam keten tuan  pasa l  23  ayat  (1 )  PP.  

No.  30  Tahun  1980  Tentang  Pera tu ran  Dis ip l i n  

PNS ; -

C. Gugatan  Penggugat  Kadalua rsa  o leh  karena  t i dak  

pernah  mengajukan  kebera tan  ke  

BAPEK ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  ekseps i  Tergugat  po in  A yang  

menyatakan  bahwa  Penggugat  t i dak  cermat  dan  ceroboh  

karena  t i dak  melampi rkan  objek  gugatan  pada  saat  

mengajukan  gugatan  bukan lah  merupakan  ekseps i  yang  

bers i f a t  eksept i f ,  karena  maksud  dar i  Pasal  56  ayat  (3 )  

Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  pada  k lausu la  
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ka l ima t  “sedapat  mungkin “  untuk  menampung  sega la  

kemungk inan  te rmasuk  apab i l a  t i dak  ada  keputusan  yang  

dike l ua r kan  menuru t  keten tuan  Pasal  3  Undang- Undang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  dalam  kenyataannya  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  yang  hendak  

disengke takan  t i dak  ada  dengan  Penggugat ,  da lam  hal  

keputusan  i t u  ada  padanya  maka  untuk  kepent i ngan  

pembukt i an  d iha ruskan  melampi rkannya  pada  gugatan  yang  

dia jukan ,  te tap i  bagi  Penggugat  yang  t i dak  memi l i k i  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  yang  bersangku tan  

maupun pihak  ket i ga  yang  te rkena  ak iba t  hukum Keputusan  

te rsebu t  maka sedapat  mungk in  melampi rkan  keputusan  yang  

hendak  disengke takan  i t u  pada  

gugatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam kenyataannya  pihak  Penggugat  

d ida lam  mengajukan  gugatan  d i  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Bengku lu  te lah  melampi rkan  pet i kan  Sura t  

Keputusan  in  l i t i s ,  hanya  untuk  kepent i ngan  proses  

pemer iksaan  Maje l i s  Hakim  pada  Pemer iksaan  Pers iapan  

meminta  pada  Tergugat  untuk  menyampaikan  Sura t  Keputusan  

ob jek  sengketa  yang  dida lamnya  mencantumkan  kons ide ran  

yang  menjad i  dasar  penerb i t an  Sura t  Keputusan  a 

quo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum 
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dia tas ,  da l i l  ekseps i  Tergugat  pada  po in t  A  t i dak  

bera lasan  hukum  dan  harus  d inya takan  

di to l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  per t imbangan  hukum 

sebe lumnya,  d imana  Maje l i s  Hakim  menyatakan  bahwa 

sengketa  a  quo  te rmasuk  dalam  bidang  kepegawaian  yang  

langsung  menjad i  wewenang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bengku lu  untuk  mengadi l i n ya  dengan  alasan  bahwa  Sura t  

Keputusan  a  quo  t i dak  semata- mata  berdasarkan  pada  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  ten tang  

Pera tu ran  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  dida lam  

keten tuannya  te rhadap  penja tuhan  hukuman  dis i p l i n  

te r t en t u  harus  d ise l esa i kan  mela lu i  proses  admin i s t r a t i f  

yang  te rsed ia  hingga  sampai  pada  penggunaan  sarana  

Banding  Admin is t r a t i f  yang  dia j ukan  ke  Badan 

Per t imbangan  Kepegawaian  (BAPEK),  seh ingga  Maje l i s  Hakim 

menyatakan  bahwa  Tergugat  ke l i r u  da lam  menafs i r kan  

keten tuan  te rsebu t  pada  sengketa  a quo,  seh ingga  alasan  

te rsebu t  harus lah  

d ikesampingkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa  te rka i t  dengan  alasan  ekseps i  

Terguga t  yang  menyatakan  Terguga t  dida lam  menerb i t kan  

ob jek  sengketa  a quo  didasarkan  pada  Putusan  Pengadi l an  
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yang  te lah  berkekua tan  hukum  te tap  yakn i  Putusan  

Mahkamah Agung  RI  Nomor  :  849  K/PID/2007  dan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  seh ingga  menuru t  Tergugat  sura t  

keputusan  in  l i t i s  t i dak  te rmasuk  da lam  kategor i  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  d iguga t  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  atau  dengan  kata  la i n  objek  

sengketa  a  quo  te rmasuk  yang  dikecua l i k an  oleh  Pasa l  2  

Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  karena  

Keputusan  Tergugat  d idasarkan  oleh  has i l  pemer i ksaan  

Badan Perad i l an  berdasarkan  keten tuan  Perundang- Undangan  

yang  ber laku .  Menuru t  Maje l i s  Hakim  penerapan  Pasal  2 

Undang- Undang Perad i l an  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  t i dak  

tepa t  ; - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa penje lasan  Pasa l  2 huru f  e Undang-

Undang Perad i l an  Tata  Usaha Negara  yang  di j ad i kan  alasan  

ekseps i  Tergugat  te rsebu t  t i dak  tepa t  karena  Sura t  

Keputusan  yang  di te rb i t k an  Terguga t  t i dak  berdasarkan  

atas  per t imbangan  Putusan  Pengad i l an  yang  te lah  

berkekua tan  hukum  te tap ,  yang  menuru t  hemat  Maje l i s  

Hakim  dida lam  per t imbangan  putusan  Mahkamah  Agung  RI  

Nomor  :  849  K/PID/2007  te rsebu t  ba ik  te rsu ra t  maupun 

te rs i r a t  t i dak  te rdapa t  per t imbangan  mengenai  Penggugat  

harus  d iberhen t i k an  dar i  s ta tusnya  sebaga i  Pegawai  

Neger i  
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Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete l ah  Maje l i s  Hakim  mencermat i  

d ik tum  putusan  Mahkamah  Agung  RI  te rsebu t ,  t i dak  

te rdapa t  amar  putusan  yang  menyatakan  Penggugat  harus  

d ibe rhen t i k an  dar i  s ta tusnya  sebaga i  Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum 

dia tas ,  da l i l  ekseps i  Tergugat  pada  poin t  B juga  t i dak  

bera lasan  hukum  dan  harus  d inya takan  

di to l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  Tergugat  pada  

po in  C,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  pada  ob jek  

sengketa  d ida lam  kons ide ran  menimbang,  dengan  tegas  

bahwa  Sura t  Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  te rsebu t  

memberhent i kan  Penggugat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

d idasarkan  pada Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32 Tahun 1979  

ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  

dida lamnya  t i dak  menyatakan  mekanisme  upaya  

admin i s t r a t i f  maupun  band ing  

admin i s t r a t i f  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terguga t  menerb i t kan  
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objek  sengketa  a  quo  didasarkan  pada  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  dida lamnya  t i dak  menyatakan  

mekanisme  upaya  admin i s t r a t i f  maupun  band ing  

admin i s t r a t i f ,  maka sesua i  keten tuan  Pasal  35  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  ten tang  Pokok- pokok  

Kepegawaian ,  sengketa  a  quo  menjad i  kewenangan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  mengadi l i n ya ,  

seh ingga  dengan  demik ian  dal i l  ekseps i  Terguga t  pada  

po in t  C  harus  d ikesampingkan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum 

dia tas ,  da l i l  ekseps i  Tergugat  pada  poin t  C juga  t i dak  

bera lasan  hukum  dan  harus  d inya takan  

di to l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  per t imbangan  

ten tang  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  d ia tas ,  maka  Maje l i s  

Hakim berpendapat  bahwa ekseps i  Tergugat  pada  po in  A,  B 

dan C t i dak  bera lasan  hukum dan harus  d inya takan  di to l a k  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ekseps i - ekseps i  

Terguga t  d inya takan  di to l ak ,  maka  untuk  se lan ju t nya  
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Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  mengenai  pokok  

perka ra  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim  member ikan  

per t imbangan  ke  dalam pokok  perka ra ,  Maje l i s  Hakim akan  

memper t imbangkan  mengenai  ob jek  sengketa ,  mengenai  

tenggang  waktu  mengajukan  gugatan ,  ser ta  mengenai  

kepent i ngan  Penggugat  da lam  mengajukan  gugatan  sesua i  

amanat  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 jo  Undang- Undang 

Nomor  9 Tahun 2004 jo  Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009,  

yang  untuk  se lan ju t nya  d isebu t  Undang- Undang  Perad i l an  

Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa objek  sengketa  yang  dimaksud  oleh  

para  p ihak  da lam  perkara  in i  ada lah  Sura t  Keputusan  

Bupat i  Rejang  Lebong  Nomor  300  Tahun  2009  Tentang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan Hormat  Sebagai  Pegawai  Neger i  

Sip i l  an.  Sdr .  RADEN GUNAWAN,  ST.  NIP.  450007646  

Pangkat /Go longan  Penata  Muda Tk.  I  ( I I I / b )  jaba tan  Sta f  

pada  Dinas  Peker jaan  Umum  Kabupaten  Rejang  

Lebong ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  objek  sengketa  yang  di te rb i t k an  
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oleh  Tergugat  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim te lah  memenuhi  

keten tuan  Pasal  1 angka  (3 )  Undang- Undang Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  dengan  alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

………………………………………………………………………………

- Sura t  Keputusan  te rsebu t  berben tuk  Penetapan  

Ter tu l i s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Keputusan  te rsebu t  d ike l ua rkan  Bupat i  Rejang  

Lebong  se laku  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  melaksanakan  urusan  Pemer in tahan  berdasarkan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Keputusan  te rsebu t  bers i f a t  konkre t ,  t i dak  

abst rak  te tap i  berwu jud  te r t en t u  atau  dapat  

d i ten tukan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Keputusan  te rsebu t  bers i f a t  ind i v i dua l ,  

ar t i n ya  t i dak  d i tu j u kan  untuk  umum,  te tap i  te r t en t u  

ba ik  alamat  maupun  ha l  yang  di tu j u  ya i t u  mengenai  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  Sebagai  Pegawai  

Neger i  Sip i l  an.  Sdr .  RADEN GUNAWAN,  ST.  NIP.  

450007646  Pangkat /Go longan  Penata  Muda  Tk.  I  

( I I I / b )  Jabatan  sta f  pada  Dinas  Peker jaan  Umum 

Kabupaten  Rejang  

Lebong ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Keputusan  te rsebu t  bers i f a t  f i na l ,  ar t i n ya  
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sudah  def i n i t i f  dan  menimbulkan  ak iba t  hukum ya i t u  

h i l angnya  hak  dan  kewaj i ban  Penggugat  sebaga i  

Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

meni la i  apakah  gugatan  Penggugat  masih  da lam  tenggang  

waktu  untuk  mengajukan  gugatan  sesua i  keten tuan  pasa l  55  

Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  objek  sengketa  d i te rb i t k an  pada  

tangga l  31  Agustus  2009,  akan  te tap i  Penggugat  baru  

mener ima  ob jek  sengketa  pada  tangga l  18  Nopember  2009  

yang  di te r ima  mela lu i  Dinas  Peker jaan  Umum Kabupaten  

Rejang  Lebong  dan dida f t a r kan  di  kepan i t e r aan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  pada  tangga l  02  Desember  

2009,  seh ingga  gugatan  Penggugat  masih  da lam  tenggang  

waktu  90  har i  untuk  menggugat  sesua i  dengan  keten tuan  

Pasal  55  Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara .  

(v ide  bukt i  

T.14)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

meni la i  apakah  Penggugat  memi l i k i  kepent i ngan  te rhadap  

ob jek  sengketa  sesua i  keten tuan  Pasal  53  ayat  (1 )  

104

104

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 74 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguj i  suatu  kepent i ngan  

Penggugat  dasar  acuannya  adalah  Pasal  53  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

berbuny i  :  “Orang  atau  badan  hukum perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  

Pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  

Keputusan  Tata  usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  

dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  

rehab i l i t a s i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa di  da lam Pers idangan  Maje l i s  Hakim 

mendapatkan  kete rangan  dar i  para  p ihak  ser ta  dar i  bukt i -

bukt i  yang  dia jukan ,  maka  didapa t  fak ta  hukum sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  d iangka t  sebaga i  Calon  

Pegawai  Neger i  Sip i l  (CPNS)  berdasarkan  Pet i kan  

Keputusan  Bupat i  Rejang  Lebong  Nomor  :  

820/001 /KEP/CPNS/2002  ten tang  Pengangkatan  Calon  Pegawai  

Neger i  Sip i l  (CPNS)  Kabupaten  Rejang  Lebong,  an.  Sdr .  

RADEN GUNAWAN,  ST  te r t angga l  1  Desember  2002.  (v ide  

bukt i  P.2)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Penggugat  d iangka t  sebaga i  Pegawai  
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Neger i  Sip i l  (PNS)  berdasarkan  Keputusan  Bupat i  Rejang  

Lebong  Nomor  :  821/KEP/PNS/70 /2003  ten tang  Pengangkatan  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  pada Dinas  Par iw i sa ta  

dan  Kebudayaan  Pemer in tah  Kabupaten  Rejang  Lebong  an.  

RADEN GUNAWAN,  ST  te r t angga l  1  Desember  2003.  (v ide  

bukt i  

P.3)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  d ibe rhen t i kan  t i dak  

dengan  hormat  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Rejang  

Lebong  Nomor  :  300  Tahun  2009  ten tang  Pemberhent i an  

Tidak  Dengan  Hormat  Sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  an.  

Sdr .  RADEN GUNAWAN, ST.  NIP.  450007646  Pangkat /Go longan  

Penata  Muda  ( I I I / b )  Jabatan  Sta f  Pada  Dinas  Peker jaan  

Umum Kabupaten  Rejang  Lebong.  (v ide  bukt i  P.1  dan  

T.1)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  objek  sengketa  d isebu tkan  

bahwa Penggugat  d ibe rhen t i kan  t i dak  dengan  hormat  karena  

sesua i  keten tuan  Pasal  8 huru f  (b )  dan Pasal  9 huru f  (a )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

s ip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ak iba t  dar i  te rb i t n ya  ob jek  

sengketa ,  maka Penggugat  keh i l angan  peker j aannya  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  dan  keh i l angan  pendapatan  yang  
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merupakan  satu - satunya  sumber  penghas i l an  Penggugat  

untuk  membiaya i  

ke lua rganya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  ura ian  d ia tas  

mengenai  kepent i ngan  Penggugat ,  Maje l i s  Hakim  meni la i  

Penggugat  adalah  orang  yang  di rug i kan  ak iba t  

d i te rb i t k annya  objek  sengketa  a  quo,  seh ingga  Penggugat  

memi l i k i  kepent i ngan  untuk  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  sebaga imana  

diamanatkan  Pasa l   53  ayat  (1 )  Undang- Undang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  ura ian  

per t imbangan  dia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 

objek  sengketa  a  quo  merupakan  Sura t  Keputusan  yang  

di te rb i t k an  o leh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  

gugatan  Penggugat  masih  dalam tenggang  waktu  sebaga imana  

di ten tukan  Undang- Undang  dan  Pengugat  merupakan  pihak  

yang  di rug i kan  oleh  karena  te rb i t n ya  ob jek  sengketa  a 

quo,  maka  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  mengenai  pokok  

perka ra  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  di  da lam  gugatannya  te r t angga l  2 

Desember  2009  Penggugat  mendal i l k an  yang  pada  pokoknya  

t i ndakan  Terguga t  da lam menerb i t kan  ob jek  sengketa  a quo  
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te lah  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  

yang  ber laku  ya i t u  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  

1979  ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

khususnya  Pasal  8  huru f  b,  Pasal  9  huru f  a  ser ta  

ber ten tangan  dengan  asas  kead i l an  da lam penye lenggaraan  

pemer in tahan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Terguga t  te lah  mengajukan  jawabannya  

te r t angga l  06 Januar i  2010,  yang  pada pokoknya  membantah  

da l i l - da l i l  gugatan  Penggugat  karena  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  objek  sengketa  a  quo  te l ah  sesua i  dengan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  sesua i  

dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  ser ta  t i dak  

melanggar  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  ; - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  dal i l - da l i l  gugatan  dan  

bantahan  yang  dikemukakan  oleh  para  p ihak ,  Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan  bahwa  permasa lahan  hukum yang  t imbu l  dan  

harus  d ipe r t imbangkan  adalah  “Apakah  t i ndakan  Tergugat  

da lam  menerb i t kan  ob jek  sengketa  a  quo  te lah  sesua i  

dengan  keten tuan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

ber laku ,  ser ta  apakah  t i ndakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  a  quo  t i dak  melanggar  Asas-

asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik “  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  atas  permasa lahan  hukum te rsebu t  

d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  akan  

memper t imbangkan  dar i  seg i  kewenangan  Terguga t  dalam 

menerb i t kan  objek  sengketa  a  quo,  untuk  i t u  Maje l i s  

Hakim  akan  menguj i nya  dengan  pera tu ran - pera tu ran  yang  

te rka i t  dengan  dasar  hukum t imbu lnya  kewenangan  Terguga t  

te rsebu t ,  ser ta  pera tu ran  yang  berka i t an  dengan  

kedudukan  Penggugat  sebaga i  Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sete l ah  Maje l i s  Hakim  mempela ja r i  

bukt i - bukt i  yang  dia j ukan  oleh  para  p ihak  d i  

pers idangan ,  maka  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

menguj i nya  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  khususnya  yang  berka i t an  dengan  kewenangan  

Terguga t  da lam  menerb i t kan  objek  sengketa  a  quo.  Di  

da lam  keten tuan  Pasal  25  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  

1999  ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  

1974  ten tang  Pokok- Pokok  Kepegawaian ,  menyebutkan  :  Ayat  

(1 )  Pengangkatan ,  pemindahan  dan  pemberhent i an  pegawai  

neger i  s ip i l  d i l akukan  oleh  Pres iden ;  Ayat  (2 )  Untuk  

memper lancar  pe laksanaan  pengangkatan ,  pemindahan  dan  

pemberhent i an  pegawai  neger i  s ip i l  sebaga imana  dimaksud  

da lam  ayat  (1 ) ,  Pres iden  dapat  mendelegas i kan  sebag ian  

wewenangnya  kepada  Pejaba t  Pembina  Kepegawaian  Pusat  dan  
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menyerahkan  sebag ian  wewenangnya  kepada  Pejaba t  Pembina  

Kepegawaian  Daerah  yang  dia tu r  leb ih  lan ju t  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah ;  Dar i  keten tuan  dia tas ,  Maje l i s  

Hakim berpendapat  bahwa kewenangan  ten tang  pemberhent i an  

yang  ada  pada  Tergugat  adalah  merupakan  kewenangan  

Pres iden  yang  dise rahkan  kepada  Terguga t  se laku  Bupat i  

Rejang  Lebong  sebaga i  Pejaba t  Pembina  Kepegawaian  Daerah  

Kabupaten  Rejang  

Lebong  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  keten tuan  Pasa l  25 

Undang- Undang Nomor  43 Tahun 1999 ten tang  perubahan  atas  

Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  ten tang  Pokok- Pokok  

Kepegawaian  te rsebu t  dia tu r  leb i h  lan ju t  da lam Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  2003  ten tang  Wewenang 

Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  Pemberhent i an  Pegawai  

Neger i  Sip i l ,  pada Pasal  1 angka  5 menyebutkan  :  Pejaba t  

Pembina  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten /Ko ta  adalah  

Bupat i /Wa l i ko t a .  Keten tuan  da lam  Pasal  25  Ayat  (1 )  :  

Pejaba t  Pembina  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten /Ko ta  

menetapkan  :  ….. .

a. Pemberhent i an  Calon  Pegawai  Neger i  Sip i l  …..  d.s . t  

…..  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  Daerah  

Kabupaten /Ko ta  yang  berpangka t  Penata  Tingka t  I  
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golongan  ruang  I I I / d  kebawah  di  

l i ngkungannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  dia tas  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

bahwa  te rhadap  pemberhent i an  Penggugat  yang  merupakan  

Pegawai  Neger i  Sip i l  Kabupaten  Rejang  Lebong,  dengan  

pangkat  Penata  Muda Tingka t  I  dalam Golongan/Ruang  I I I / b  

adalah  merupakan  kewenangan  Tergugat  se laku  Bupat i  

Rejang  Lebong,  sesua i  dengan  kewenangan  yang  dibe r i kan  

Pera tu ran  Perundang-

Undangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

member ikan  per t imbangan  te rka i t  prosedura l  penerb i t an  

ob jek  sengketa  a quo,  yang  da lam hal  in i  d idasarkan  pada  

ada  t i daknya  keten tuan  yang  mengatur  mengenai  prosedur  

atau  tahapan  yang  harus  d i l akukan  oleh  te rguga t  da lam 

menerapkan  Pemberhent i an  Penggugat  sebaga i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  ; - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  keten tuan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  khususnya  Pasal  8 yang  menyebutkan  

:  Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  d ibe rhen t i k an  t i dak  dengan  

hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  karena  :  ………………………..

a. Melanggar  sumpah  jan j i  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  
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…..d .s . t…. . ;  atau  - - - - - - - -

b. Dihukum penja ra  berdasarkan  putusan  Pengad i l an  yang  

sudah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  te tap ,  karena  

dengan  senga ja  melakukan  suatu  t i ndakan  pidana  

ke jaha tan  yang  diancam  dengan  pidana  pen ja ra  

set i ngg i - t i ngg inya  4  (empat )  tahun ,  atau  d iancam 

dengan  pidana  yang  leb ih  

bera t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  keten tuan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  khususnya  Pasal  9 yang  menyebutkan  

:  Pegawai  Neger i  Sip i l  d ibe rhen t i kan  t i dak  dengan  hormat  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  apab i l a  d ip idana  penja ra  

atau  kurungan  berdasarkan  putusan  Pengadi l an  yang  te lah  

mempunyai  kekuatan  hukum  yang  te tap ,  karena  :  

………………………………………………………..

a. Melakukan  suatu  t i ndak  p idana  ke jaha tan  jaba tan  

atau  t i ndak  p idana  yang  ada  hubungannya  dengan  

jaba tan ;  atau  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Melakukan  t i ndak  pidana  ke jaha tan  sebaga imana  

…..d .s . t…. .  ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pera tu ran  

Pemer in tah  te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

bahwa  walaupun  pemberhen t i an  pada  hakekatnya  adalah  
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hukuman  dis i p l i n  yang  diber i kan  kepada  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  namun  prosedur  penja tuhan  hukuman  Pemberhent i an  

t i dak  dengan  hormat  berdasarkan  keten tuan  Pasal  8  huru f  

b  dan  Pasa l  9  huru f  a  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32 

Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  

hanya  mensyara tkan  adanya  putusan  Pengad i l an  yang  te l ah  

mempunyai  kekuatan  hukum  yang  te tap  karena  dengan  

senga ja  melakukan  t i ndakan  pidana  ke jaha tan  yang  diancam 

dengan  pidana  penja ra  set i ngg i - t i ngg inya  4  (empat )  

tahun ,  atau  d iancam dengan  pidana  yang  leb ih  bera t  atau  

melakukan  suatu  t i ndak  p idana  ke jaha tan  jaba tan  atau  

t i ndak  p idana  yang  ada  hubungannya  dengan  jaba tan .  J ika  

d ika i t k an  dengan  fak ta  hukum yang  te r j ad i  d ipe rs i dangan  

bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  ob jek  sengketa  a  quo  

berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  849  

K/PID/2007  te r t angga l  1  Agustus  2007  yang  te lah  

berkekua tan  hukum  te tap .  (v i de  bukt i  

T.6)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim,  

t i ndakan  Terguga t  da lam menerb i t kan  ob jek  sengketa  a quo  

berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI   Nomor  :  849  

K/PID/2007  te r t angga l  1 Agustus  2007  ada lah  sudah  tepa t ,  

karena  putusan  Mahkamah  Agung  RI  te rsebu t  merupakan  

putusan  Pengadi l an  yang  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum 
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Hal aman 81 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

yang  te tap  sebaga imana  disya ra t kan  oleh  Undang-

Undang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete l ah  mempela ja r i  bukt i - bukt i  

d ipe rs i dangan ,  Maje l i s  Hakim menemukan fak ta  hukum bahwa 

sebe lum menerb i t kan  objek  sengketa  a quo,  Tergugat  te l ah  

meminta  petun juk  kepada  Kepala  Badan  Per t imbangan  

Kepegawaian  RI  mela lu i  sura t  Nomor  :  800/396 /Bag .9  

te r t angga l  29 Mei  2008 yang  pada pokoknya  mohon petun juk  

untuk  pember lakuan  keputusan  pemberhent i an  sementa ra  

kepada  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i l i n gkungan  Pemer in tah  

Kabupaten  Rejang  Lebong  yang  sedang  menja lan i  pidana  

penja ra .  (v ide  bukt i  

T.12)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete l ah  mempela ja r i  bukt i - bukt i  

d ipe rs i dangan ,  Maje l i s  Hakim menemukan fak ta  hukum bahwa 

te rhadap  sura t  Bupat i  Rejang  Lebong    Nomor  :  

800/396 /Bag .9  te r t angga l  29  Mei  2008,  Kepala  Badan  

Per t imbangan  Kepegawaian  RI  te lah  menjawab  dengan  sura t  

Nomor  314/BAPEK/S.1 /2008  te r t angga l  30  Desember  2008  

yang  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  Pemberhent i an  

sementa ra  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  4 tahun  1966,  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  

sedang  menja lan i  hukuman  pen ja ra  atas  dasar  putusan  

Pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  

te tap ,  te tap i  karena  sesuatu  dan la i n  ha l  pada saat  yang  
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bersangku tan  d i tahan  sementara  o leh  p ihak  yang  berwa j i b  

t i dak  d ikenakan  pemberhent i an  sementa ra ,  maka  yang  

bersangku tan  t i dak  per lu  lag i  dikenakan  pemberhent i an  

sementa ra ,  te tap i  langsung  di t i n dak  lan j u t i  atas  dasar  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l .  (v i de  bukt i  

T.5)  ; - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete l ah  mempela ja r i  bukt i - bukt i  

d ipe rs i dangan ,  Maje l i s  Hakim menemukan fak ta  hukum bahwa 

sebe lum  menerb i t kan  objek  sengketa ,  Tergugat  te l ah  pula  

mener ima  per t imbangan  dar i  has i l  s idang / r apa t  Tim 

BAPERJAKAT yang  te r t uang  da lam Ber i t a  Acara  Hasi l /Rapa t  

Tim  BAPERJAKAT  Nomor  :  800/431 /BAPERJAKAT/2009  

te r t angga l  27  Ju l i  2009  yang  pada  pokoknya  menerangkan  

bahwa  apab i l a  Penggugat  sampai  berakh i r nya  menja lan i  

hukuman  pidana  pen ja ra  te rnya ta  t i dak  sanggup  untuk  

membayar  denda  dan  uang  penggant i ,  maka Penggugat  harus  

menja lan i  hukuman tambahan  se lama  1  (sa tu )  tahun  dan  3  

( t i ga )  bu lan  dan  kepada  yang  bersangku tan  di j a t uh i  

hukuman  dis i p l i n  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat .  

(v ide  bukt i  T.13)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  per t imbangan  dia tas ,  

Maje l i s  Hakim meni l a i  bahwa dar i  seg i  prosedura l  kendat i  

d ida lam  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  t i dak  

d ia tu r  mengenai  tahapan  untuk  menerapkan  Pemberhent i an  
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Hal aman 82 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Tidak  Dengan  Hormat  te rhadap  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  

hanya  mensyara tkan  adanya  putusan  Pengad i l an  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum  yang  te tap ,  namun  menuru t  pendapat  

Maje l i s  Hakim  t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  sebe lum 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  a quo,   adalah  t i ndakan  yang  

memang seharusnya  di l akukan  oleh  Tergugat  se laku  Pejaba t  

Pembina  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Rejang  

Lebong ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

menguj i  objek  sengketa  a  quo  dar i  seg i  subs tans i  atau  

mater i  hukumnya dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

mengatur  ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

s ip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  subs tans i  atau  mater i  

hukum objek  sengketa  a quo,  Maje l i s  Hakim akan  mengkaj i  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  te rsebu t  

berdasarkan  pera tu ran  dasarnya  yang  te rmuat  dalam 

Undang- Undang Nomor  43 Tahun 1999 ten tang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  ten tang  Pokok- pokok  

Kepegawaian  ; -

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  23  Ayat  (3 )  

Undang- Undang Nomor  43 Tahun 1999 ten tang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  ten tang  Pokok- pokok  

Kepegawaian  menyebutkan  :  Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  
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Hal aman 83 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

dibe rhen t i k an  dengan  hormat  atau  t i dak  d ibe rhen t i kan  

karena  :  ……………………………………………………………..

a. Melanggar  sumpah/ jan j i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

…..d .s . t…. .  ; - - - - - - - - - - - - - - -

b. Dihukum  penja ra  atau  kurungan  berdasarkan  putusan  

Pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  

te tap  karena  melakukan  t i ndak  p idana  ke jaha tan  yang  

ancaman  hukumannya  kurang  dar i  4  (empat )  

tahun  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Ayat  (3 )  huru f  b te rsebu t  dia tas ,  

dapat  d ipahami  bahwa  Undang- Undang  mengatur  baga imana  

seorang  Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  d ibe rhen t i k an  dengan  

hormat  atau  t i dak  d ibe rhen t i k an ,  ya i t u  yang  berka i t an  

dengan  hukuman penja ra  yang  diancamkan  kepadanya  apab i l a  

seorang  Pegawai  Neger i  Sip i l  melakukan  t i ndak  p idana  

ke jaha tan  namun ancaman hukuman dar i  t i ndak  p idana  yang  

di l akukannya  adalah  kurang  dar i  4  (empat )  tahun ,  maka 

te rhadap  Pegawai  Neger i  Sip i l  te rsebu t  dapat  

d ibe rhen t i k an  dengan  hormat  atau  t i dak  

d ibe rhen t i k an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  23  Ayat  (4 )  

Undang- Undang Nomor  43 Tahun 1999 ten tang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  ten tang  Pokok- pokok  

Kepegawaian  menyebutkan  :  Pegawai  Neger i  Sip i l  dapat  
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dibe rhen t i k an  dengan  hormat  t i dak  atas  permin taan  

send i r i  atau  t i dak  dengan hormat  karena  :  ………………………...

a. Dihukum penja ra  berdasarkan  putusan  Pengad i l an  yang  

te lah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  te tap  karena  

melakukan  t i ndak  pidana  ke jaha tan  yang  ancaman 

hukumannya  4  (empat )  tahun  atau  leb ih ;  atau  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Melakukan  pe langgaran  dis i p l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  

t i ngka t  bera t  ; - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Ayat  (4 )  huru f  a te rsebu t  dia tas ,  

apab i l a  seorang  Pegawai  Neger i  Sip i l  melakukan  t i ndak  

p idana  ke jaha tan  yang  ancaman hukumannya  4 (empat )  tahun  

atau  leb ih ,  maka te rdapa t  dua  pi l i h an  bagi  pe jaba t  yang  

berwenang  untuk  memberhent i kannya ,  ya i t u  dapat  

d ibe rhen t i k an  dengan  hormat  t i dak  atas  permin taan  

send i r i  atau  t i dak  dengan  

hormat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  23  Ayat  (5 )  

Undang- Undang Nomor  43 Tahun 1999 ten tang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  ten tang  Pokok- pokok  

Kepegawaian  menyebutkan  :  Pegawai  Neger i  Sip i l  

d ibe rhen t i k an  t i dak  dengan hormat  karena  :  …………...

a. Melanggar  sumpah  jan j i  Pegawai  Neger i  Sip i l  …..  
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d.s . t  …..  ; - - - - - - - - - - - - - -

b. Melakukan  penye lewengan  te rhadap  ideo log i  Negara  

…..  d.s . t  …..  ; - - -

c . Dihukum  penja ra  atau  kurungan  berdasarkan  putusan  

Pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  

te tap  karena  melakukan  t i ndak  p idana  ke jaha tan  

jaba tan  atau  t i ndak  pidana  yang  ada  hubungannya  

dengan  

jaba tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Ayat  5  huru f  c  d ia tas ,  je l as  

d isebu tkan  bahwa  apab i l a  seorang  Pegawai  Neger i  Sip i l  

melakukan  t i ndak  pidana  ke jaha tan  jaba tan  atau  t i ndak  

p idana  ke jaha tan  yang  ada  hubungannya  dengan  jaba tan ,  

maka  oleh  pe jaba t  yang  berwenang  dibe rhen t i k an  t i dak  

dengan  

hormat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa dar i  keten tuan  Pasal  23  Ayat  (3 ,4  

dan  5)  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  8 Tahun  1974  ten tang  

Pokok- pokok  Kepegawaian  te rsebu t  dia tas ,  dapat  d i ta r i k  

kes impu lan  bahwa :  …………………………………………………

- Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  dihukum  penja ra  

berdasarkan  putusan  Pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  
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kekuatan  hukum yang  te tap  karena  melakukan  t i ndak  

p idana  ke jaha tan  yang  ancaman  hukumannya  kurang  

dar i  4  (empat )  tahun ,  dapat  dibe rhen t i kan  dengan  

hormat  atau  t i dak  

d ibe rhen t i k an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  dihukum  penja ra  

berdasarkan  putusan  Pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  

kekuatan  hukum yang  te tap  karena  melakukan  t i ndak  

p idana  ke jaha tan  yang  ancaman hukumannya  4  (empat )  

tahun  atau  leb ih ,  dapat  d iberhen t i k an  dengan  hormat  

t i dak  atas  permin taan  send i r i  atau  t i dak  dengan  

hormat  ; - - - - - - - -

- Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  dihukum  penja ra  

berdasarkan  putusan  Pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  

kekuatan  hukum yang  te tap  karena  melakukan  t i ndak  

p idana  ke jaha tan  jaba tan  atau  t i ndak  p idana  yang  

ada  hubungannya  dengan  jaba tan ,  d ibe rhen t i k an  t i dak  

dengan  

hormat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  keten tuan  Pasal  23  Ayat  (3 ,4  

dan  5)  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  8 Tahun  1974  ten tang  

Pokok- pokok  Kepegawaian  te rsebu t  dia tas ,  ha l  yang  pa l i ng  
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utama  bag i  pejaba t  yang  berwenang  untuk  dapat  

memberhent i kan  Pegawai  Neger i  Sip i l  ada lah  harus  adanya  

putusan  Pengadi l an  yang  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum 

yang te tap  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan  hukum te rsebu t  

d ia tas  j i ka  d ika i t k an  dengan  keten tuan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  maka  te l ah  je l as  bahwa  yang  

dimaksud  da lam  Pasal  8  huru f  b  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  32 Tahun 1979 ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l  ada lah  j i ka  Pegawai  Neger i  Sip i l  d ihukum penja ra  

berdasarkan  putusan  Pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  

kekuatan  hukum  yang  te tap  karena  dengan  senga ja  

melakukan  t i ndak  pidana  ke jaha tan  yang  diancam  dengan  

pidana  penja ra  set i ngg i - t i ngg inya  4  (empat )  tahun  atau  

d iancam  dengan  pidana  yang  leb ih  bera t  dapat  

d ibe rhen t i k an  t i dak  dengan  hormat .  Akan  te tap i  dalam 

keten tuan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  

ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  maka  te lah  

je l as  bahwa  yang  dimaksud  da lam  Pasal  9  huru f  a 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  ada lah  j i ka  Pegawai  

Neger i  Sip i l  d ip idana  penja ra  berdasarkan  putusan  

Pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  

te tap  karena  melakukan  suatu  t i ndak  pidana  ke jaha tan  
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jaba tan  atau  t i ndak  pidana  yang  ada  hubungannya  dengan  

jaba tan ,  maka  Pegawai  Neger i  Sip i l  te rsebu t  

d ibe rhen t i k an  t i dak  dengan  

hormat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan  hukum te rsebu t  

d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  apab i l a  

Pegawai  Neger i  Sip i l  te rsebu t  melanggar  keten tuan  Pasal  

8  huru f  b  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  

ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  maka kepada  

yang  bersangku tan  dapat  dibe rhen t i kan  t i dak  dengan  

hormat .  Kata  “dapat ”  dalam  Pasa l  in i  mengisya ra t kan  

bahwa j i ka  memenuhi  keten tuan  Pasa l  8  huru f  b  te rsebu t  

maka  masih  te rdapa t  hukuman  la i n  se la i n  pemberhent i an  

t i dak  dengan  hormat .  Akan  te tap i  apab i l a  Pegawai  Neger i  

Sip i l  te rsebu t  memenuhi  keten tuan  Pasal  9  huru f  a 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  maka kepada  pejaba t  

yang  berwenang  t i dak  te rdapa t  pi l i h an  la i n  se la i n  

pemberhent i an  t i dak  dengan  

hormat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

menguj i  apakah  te rdapa t  unsur  t i ndak  p idana  ke jaha tan  

jaba tan  atau  t i ndak  pidana  yang  ada  hubungannya  dengan  
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jaba tan  yang  di l akukan  oleh  Penggugat ,  seh ingga  Tergugat  

da lam  menerb i t kan  ob jek  sengketa  menerapkan  Pasa l  9 

huru f  a Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32 Tahun 1979 ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete l ah  mempela ja r i  bukt i - bukt i  

d ipe rs i dangan ,  Maje l i s  Hakim  mendapatkan  fak ta  hukum 

bahwa  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Pimpro  No.  

04.1 /P2DMHB/PW/INF/RL/2003  te r t angga l  18  Maret  2003  

Penggugat  d iangka t  sebaga i  Asis ten  Teknis  Pimpro  pada  

Proyek  Pengembangan  Par iw i sa ta  Danau  Mas Harun  Basta r i  

Kabupaten  Rejang  Lebong.  (v ide  bukt i  

P.18)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  putusan  Mahkamah Agung  

RI  No.  849  K/PID/2007 .  Penggugat  d inya takan  te rbuk t i  

secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  

p idana  Korups i  yang  di l akukan  secara  bersama- sama  dan  

ber lan j u t .  (v i de  bukt i  

T.6)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan  hukum  dia tas ,  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Penggugat  te lah  

menyalahgunakan  jaba tan ,  tugas  dan  tanggung jawab  yang  
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dibebankan  kepadanya  sebaga i  Asis ten  Tekn is  Pimpro  pada  

Proyek  Pengembangan  Par iw i sa ta  Danau  Mas Harun  Basta r i  

Kabupaten  Rejang  Lebong,  karena  te lah  te rbuk t i  secara  

sah  dan  meyak inkan  melakukan  t i ndak  pidana  

korups i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  

menyalahgunakan  jaba tan  atau  tugasnya  sebaga i  Asis ten  

Tekn is  Pimpro  pada  Proyek  Pengembangan  Par iw i sa ta  Danau 

Mas  Harun  Basta r i  Kabupaten  Rejang  Lebong,  maka 

Penggugat  te lah  memenuhi  keten tuan  Pasal  9  huru f  a 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  dan  oleh  karena  i t u  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  a  quo  secara  subs tans i  atau  

mater i  hukumnya  te lah  

tepa t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

menguj i  apakah  te rdapa t  pelanggaran  te rhadap  Asas- asas  

Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  o leh  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  objek  

sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  t i ndakan  Tergugat  dengan  

menerb i t kan  ob jek  sengketa  a  quo  menuru t  Maje l i s  Hakim 

merupakan  t i ndakan  yang  tepa t ,  karena  set i ap  Pegawai  

124
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Neger i  Sip i l  yang  melakukan  t i ndak  p idana  ke jaha tan  yang  

diancam  dengan  pidana  4  (empat )  tahun  atau  leb i h  

berdasarkan  putusan  Pengad i l an  yang  te lah  mempunyai  

kekuatan  hukum  yang  te tap ,  apa lag i  t i ndak  pidana  

te rsebu t  berhubungan  dengan  jaba tan  atau  peker j aanya  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  maka kepada  Pegawai  Neger i  

Sip i l  te rsebu t  harus  d ibe rhen t i kan  t i dak  dengan  hormat  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasal  8  huru f  b  dan  Pasal  9 

huru f  a Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32 Tahun 1979 ten tang  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  ; - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sebe lum menerb i t kan  ob jek  sengketa  

a  quo,  Terguga t  mela lu i  sura t  Sekre ta r i s  Daerah  

Kabupaten  Rejang  Lebong  Nomor  :  800/63 /Bag .9  te lah  

meminta  penje lasan  kepada  Ketua  Pengad i l an  Neger i  Curup  

ten tang  Pelaksanaan  Putusan  Mahkamah Agung  RI ,  Tergugat  

mela lu i  sura t  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  

Nomor  :  800/72 /Bag .9  te lah  pula  meminta  pen je l asan  

kepada  Kepala  Kejaksaan  Neger i  Curup  ten tang  Pelaksanaan  

Putusan  Mahkamah Agung  RI ,  Tergugat  te l ah  pu la  meminta  

petun juk  kepada  Kepala  Badan Per t imbangan  Kepegawaian  RI  

mela lu i  sura t  Nomor  :  800/396 /Bag .9  te r t angga l  29  Mei  

2008  ten tang  Penerapan  Sanks i  Admin is t r a s i  dan  te lah  

pu la  mener ima  per t imbangan  dar i  has i l  s idang / rapa t  Tim 

BAPERJAKAT yang  te r t uang  da lam Ber i t a  Acara  Hasi l /Rapa t  

Tim  BAPERJAKAT  Nomor  :  800/431 /BAPERJAKAT/2009  
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te r t angga l  27  Ju l i  2009.  Dar i  ura ian  te rsebu t ,  akan  

te tap i  kendat i  d i  da lam  keten tuan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  32 Tahun 1979 ten tang  Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  

Sip i l  t i dak  d ia tu r  mengenai  tahapan  da lam  menerapkan  

sanks i  te rsebu t ,  te tap i  menuru t  pendapat  Maje l i s  Hakim 

t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  te lah  sesua i  dengan  Asas- asas  

Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  karena  t i ndakan  te rsebu t  

adalah  t i ndakan  yang  memang  seharusnya  di l akukan  oleh  

Terguga t  se laku  Pejaba t  Pembina  Kepegawaian  Daerah  

Kabupaten  Rejang  Lebong.  (v i de  bukt i  T.8  -  T.9  –  T.12  

dan 

T.13)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian - ura ian  per t imbangan  

hukum  te rsebu t  d ia tas ,  o leh  karena  t i ndakan  Terguga t  

da lam  menerb i t kan  ob jek  sengketa  dinya takan  t i dak  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

ber laku  dan  juga  t i dak  melanggar  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,  maka  dengan  demik ian  gugatan  

Penggugat  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  t i ndakan  

Terguga t  da lam  menerb i t kan  objek  sengketa  a  quo  te lah  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber laku  dan  te lah  melanggar  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  

Yang  Baik  t i dak  dapat  d ibenarkan  dan  oleh  karenanya  

sangat  bera lasan  hukum bagi  Maje l i s  Hakim untuk  menolak  
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gugatan  Penggugat .  Oleh  karena  gugatan  Penggugat  

d i to l a k ,  maka sega la  b iaya  yang  t imbu l  dalam perka ra  in i  

d ibebankan  kepada  Penggugat  yang  besarnya  akan  

di te t apkan  da lam  amar  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  dan  

kete rangan- kete rangan  yang  t i dak  re levan  da lam  perka ra  

in i  harus lah  d ikesampingkan  dar i  per t imbangan  hukum 

putusan  in i ,  namun demik ian  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  

dan  kete rangan- kete rangan  te rsebu t  te tap  te r l amp i r  

sebaga i  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  berkas  

putusan  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009 ten tang  

perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ser ta  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  la i nnya  yang  

berka i t an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

I . DALAM EKSEPSI    

- Menolak  ekseps i - ekseps i  

Terguga t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-

I I . DALAM POKOK PERKARA  

1. Menolak  Gugatan  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perka ra  

yang  t imbu l  dalam  perka ra  in i  sebesar  Rp.  

59.000 , -  ( l ima  puluh  sembi lan  r i bu  

rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tuskan  da lam  Rapat  Permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Bengku lu  pada  

har i  Selasa  tangga l             02 Maret  2010,  oleh  kami  

MASKURI,  SH. ,  M.Si . ,  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Bengku lu  se laku  Hakim Ketua  Maje l i s ,  HASTIN KURNIA DEWI,  

SH. ,  dan  GANDA KURNIAWAN,  SH. ,  masing- masing  sebaga i  

Hakim  Anggota ,  Putusan  te rsebu t  d iucapkan  da lam 

Pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  Rabu 

tangga l  03 Maret  2010 oleh  Maje l i s  Hakim te rsebu t  dengan  

diban tu  oleh  BAMBANG HERMANTO CAYA,  SH. ,  sebaga i  

Pani te ra  Penggant i  pada  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Bengku lu ,  dengan  dihad i r i  o leh  Penggugat ,  Kuasa  

Penggugat  dan  Kuasa  Hukum 

Terguga t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Hal aman 92 dar i  92 hal aman Put usan Per kar a Nomor  :  18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Hakim Ketua  Maje l i s ,

Hakim Hakim Anggota ,

MASKURI,  SH. ,  M.Si .

HASTIN KURNIA DEWI,  SH  .  

GANDA KURNIAWAN, SH.

Pani te ra  Penggant i ,

BAMBANG HERMANTO CAYA, SH.
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